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Puji Syukur kami Panjatkan ke hadirar luhar Yang luaha Esi karena berkat rahmat

dan hidayahnya Penlusunao Naskah Akademik Rancangan Peraluran Daemi tellrang Hutan

Kota di Kota Surabaya inj dapat kami selesaikan

Naskah Akademik ini merupakan tahapan lanJutan selelah laPoran Pendahuluan

Laporan rni dibuat setelah tim peneliti mengumpulkan mengkompilasi dan menganalisa data

terkail Hutan Kota- Serclah dala terkumpul me['a disusunlah \ast'ah Akademik lengkap

sesuai dengan format sebagaimana tercanrum dalanl lampiran lindang-fJndang Nomor 12

I ahun 201I lent3ng Pembentukan Pemrur"n Perundang Undangan'

Ilalam Naskah Akademik ini terdapat 6 (enam) bab yaitu Pendaltuluan' Kajian

Teoretis Dan Pra|lik Empiris, Evaluasi Dan Analisa Petamn Perundang_Undangan Terkai!

lnndasanFilosofis,sosiologisdanYuridis.Jangkauan,ArahPengaturan'DanRuang
Lingkup Mareri Rancangan Peraruran Daemh dan Penutup'

Akhir kata tim penyusun mengucapkan lerimakasih kepada semua pihal yang telai

membanfu kelancaEn pen)'usunan Naskah Akadernik Rancangan Pemturan Daemh tentang

Flutan Kota di Kota Surabaya.

Suraba,va. Desember 20 1 3

Tim Pen)'usun
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.\. I-etar tlelekeng

Di dalam kera,rgka pembangunan nasional. pembangunan dacrah merupakan

bagran yang rerinteerasi- Pembangunm decmi sancal menentukan keberhasilan

p€mbangunan nasional secam keseluruhan- Dapat diamati bahwa perkembangan

pembaneunan daerah tclah berlangsung dengan pcsal dan diperkirakan akan terus

berlanJut. Perkembargan illi akao momba\ra dampak keruangan dala.n benluk

rerjadurya perubahtrn pola penrulaalan ruang, baik direncanakan ataupun rida.k

direncanakan.

Perkembangan akihrr pcmbanqunan decrah juga tengah berlangsung di Kota

Suraba\a. Ja$a l irnur. Penxmbuhan dan Perkemban-!zm kora Suraba)e pada dasamla

saline bergantungan dengan daerah lang lebih luas (regronal), yajtu berupa interaksi

kegiaun-kegiatan sosial, ekonomj. dan pemerinrahan- Selaras dengan hal lersebut

konscp pengembangan wrlayah re-qional Jawa l imur, kota Sumbaya yang merupakan

ibukota pro!insi Ja\\a Timur merupakan barometer dan contoh bagi kota dan

liebupaten lang bemda di wilatah Provinsi Jawa fimur

Sebagar pusat pemerintahan di Jaua Trmut kota Sumbaya memiliki beberapa

fungsi yarg sangat menonjol. yaitu sebagai pusar pemerintah baik l\ovinsi Jawa

Timur dan Kolamadya Suraba)i\ perdagangan dan jasa" sena pusat Pengembangan

sosial budaya. Disamping itu. kota Surabaya merupal<an salah satu kota pelabuhan

terpenting yan8 melayani lalu lintas perdagangan bagi lndonesia bagian Timur.

Pe(umbuhan Kota Surabaya tidak selalu b€rdampak posilif, tetapi juga

berpotcnsi menimbulkan dampak negatil Upaya Pemerinlah Kotamadya Sumbaya

untuk memperluas jaringan jalan secara ekonomi mungkin akan b€rdarnpak positif,

akan tetapi secara ekologi mungkin aka, b€rdarnpak sebaliknya. Perluasan jaringan

jatan yang direncarmkan Pemerintah Kotamadya Surabaya mcliputi: p€mbangunan

jalan lingkar timur yang mcnghubungkan bandara Intemasional Juanda dengan

Jembatan Sumbaya-Madura; p€mbangunar jalan lingkar barat sebagai pendamping

dari Jalan tol Waru-Tanjung PemI, serta penambahan dan Pelebaran jalan ,vang

menghubungkan antam jalan lingkar timur dan barat tersrebut-
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Rcnc?,le .emhancunan ruas_ruas ialan tersbut merupakan upaya pcmerimntah

K.lamrdlri Strraii\: trni'.l' rf,rnrpt'irrlj'rr in'rbllirirs mi'r\arillmla thinlga

naniin), tidak im mengalanrj Lemccean liilu IinLas \anq btmni Dcngan ptedikat

Kora Sumba)a sebagai kc'u melropolis Ledua sctelah JaLartu_ Kora Sumbala

merupakan pusat dari b€rputamya roda perekonomian di Jawa Tlmur khususnya dan

untuk wilayah lndonesia Timur pada umumnya' Karena iru' pembangunan di sekor

knstmki. khususnya pembangunan gedung-gedung perkantomn di Kota Surdbaya

mcrupakan sisi l- ang Penting dan lidak bis, diabail'an begilu $ia

Daya tarik Kota Sumbaya sebagai pusat p€merhtahan serta pelekonomEn di

wileyah Jawa Timur. meniadikan Surabaya merupakan magnet bagi matarakat di

sekitar Kota Surabaya untuk dapat hidup dan bekerja lni me'lpakan sebuah peluang

tagi investor yang bergerak di bidang prop€fli kiususn)a rumai untuk menlediakan

lahan bagi masyarakat yang ingln bermukim di Kota Surabala Saat ini rencara

pembangunan Kota Surabaya dilokuskan pada sisi barat dengan memberikan p€luang

bagi para pen$saha di bidang propeni u uk membuka lahan premukiman bagi

maslarakat yirng ingin memiliki hunian lang berada di $ ia-Yah kota Surabaya'

Dengan adan,va rencana pembangunan_pembangunar tersebu! maka

kemungkirranbesarakantcrjadlperubahanpotakeruangarrdanpenggunaanlahan,

Kondisi ini dapat berdarnpak pada kebera{laan hutan kota di kota Suabaya Dimana'

untuk menambah jaringan ialan dan pembangunan gedung Perkantoran dan

pemukiman, maka sebagian areal hutan kota Su'abaya aknn diubah p€nggunaannya'

Seringkali kondisi seperti menjadikan hutan kota sebagai objek yang harus berada di

luar prioritas pembangunar! dimana faldor ekonomi lebih dominan'

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 200? tentang Penataan Ruang

mengamanatkan bahwa setiap wilayai kota di Indonesia harus memiliki ruang ierbuka

hijau sebesar 30% dari wilayah keselumhan dari kota ie$ebut llutan kot4 merupakan

bagian dari ruang terbuka hijau yang salah satu fungsinya adalah sebagai paru-paru

kota sebagai keseimbangan dari Padatnya kou dari gedung dan jumlah penduduk'

Luas *ilayah Kota Surabaya berdasarkan informasi dari Surabaya dalam angka yang

tercantum dalam wikipedia.org sebesar 333'063 km2 ' maka ruang terbuka hijau untuk

kota Surabaya idealnya adalah sebesar 99 918'9 km2'
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B, i,.sr,.., r .rni ., i_.r ' .ii_. lli_l::r '6 Lrni 20ll nada ertikel "Pemkot Kebut

rilii rrr,,-:rLn 1.,3. ki,Ll".,n.rrn<rli.,il .3i: rihr\a kor.1 \Lrrrba)a ilti:lt lni rtrdrh

mcrnrliki lebih dari l59n ruang rerbuka hiiru iimJna 20-6% dikel'rl3 Pemerintah KoIa

Surabaya drn l5% dikelola oleh swasL4 r'amLrn ruang terbuka hiiau' lidak beruPa

hLrun kota yang mempunyai lirrlgsi sebagai paru-paru kora Ruang terbuka hijau disini

{rmurnya adalah berupa taman_taman kola 
-!- 

ang diPemnrukan bagi masyarakat-

Capaian nrang terbuka hijau yang mencapai lebih dari 35% wilayah kota

Sumba.'_a tidak membuat Penrerinrah Kota Surabala puas Mclalui kebrjakan yang

dikeluarkan oleh watikota Surabaya' Pemerintah Kota Surabaya telai membangun

Hutan Kota dibcb€rapa daerah di Surahaya seperti wi!ayah Balas Klumprik dan Pakal'

serta huran mangd)ve ]ang saal ini dikemban8kan di wilaiah Pesisir timur Kota

Surabalu.

l\lenurul data Dinas Penanian. luas hutan ko13 lang dimiliki oleh Kota

Surabaya saat ini mencapai laus ku.ang lebih 33.j heklrre. dengan rincian 15 hektare

di Keputih. 8 hcklare di Unileniitas 
^Negeri 

Sumbaya (Unesa)' 6 heklare di Pakal' dan

4.5 hekrare di Balas Klumprik. Kedepan diharaPLan luas hulln kola -Y'.ang 
dimiliki oleh

Sumba-"_a dapat diperluas yang bertujuan memherikan kualitas udara ,vang baik bagi

masyarakat Kota suraba)a

Perluasan hutan kola sebagai rencana pcmerintah kota SuEba,va yang

bertujuan untuk memberikan kuatitas udara lang baik kepada \\arganla perlu

mempunyai landasan hul_um yang kuat. Peraturan p€run'tangan yang ada saat ini

mengenai ruang terbuka hljau mauPun hutan yang lerdaPal dldalamnya diyakini belum

memberikan landasan yang kuat meski berbentuk undang-undants karcna sifatnya

yang masih general atau umum. Berdasrkan hal tersebut' diperlukan sebt}ah regulasi

atau aturan yang dapat memberikan landasan hukum yang fungsional bagi pemcrintalt

kota Surabaya dalam mencapai tujuannya yaitu Perluasan hutan kota_

B. ldentilikasiMa-salah

Berdasarkan latar belakang leEebut dialas maka dapat diidelifrkasikan isu

yang mefljadi menjadi masalah mendasar dalam kebeiadaan hutan kota vang masuk

dalam ruang lerbuka hijau- Isu yang menda-sar adalah mengenai keberadaan hutan kota

sebagai alran terbuka hijau yang dibutuhkan Ruang terbuka hijau dalam UU No26



i..lt!r lalrl- i.ntr,rg Pcnatair Ruang Pasal I angka

.]lca nlem3irsngiJlua datuaraLr mengel(tmpolt' )ans

rcrbule- lempat lumbuh unamsn. beik iang t!nltruh

3l dapat didefinisikan sebagai

PeDg!.uai'3rl|\3 l'::-rf Fcr'Llllr

secan alemiah rnaurrun senga-ia

di mnam

Kelersediaan ruang terbula hijau yang diamanatJran oleh UU No 26 tahun

2007 tenlarlg Penataan Ruang adalah minimal sebesar 30% dari luas keseluruhan

*'ileyah kota (Pasal 29 ayat (2) UU No.26 Tahun 2007) dan 20% ruang terbuka hijau

publil dari luas $ilaya} kota (Pasal 29 alat (3) tiU \o 26 Tahun 2007)'

Sebagai kota metropolis terb€sar keiua di lndonesia' Stnabaya memiliki

permasalahan ;ang tidak jauh berbeda dengan Jakarta- Salah satu permasalahan yang

dapat dirasakan adalah kemacetan lalu lintas l{ampir setiap hari' terjadi kemac€t'n di

berbagai .]alan di kota Surabaya terutama jalan_jalan utama yang menuju ke pusat

kora. Jalan-jalan tersebut merupakar umt nadi bagi maslarakat kola Sumbaya unlt)k

dJpat mencapailemPal dimana merel'a bekerja'

Sepertinya hal nya neutron,vang merupan inti dari suaru atom dimana elekuon

mengelilingi inti a!om, pusat kota merupakan daerah yang umumnr'a digunakan

sebagai pusat pcrkantomn. bisnis bahkan pemerintahan' Sebagai daerah 'vang

diglnakan sebagai tempat perkantoran, bisnis perbelanjaan bahkan pemerintahan'

kotaumumnyaakandih]mbuhidenganpohon'pohonbetonyangdigunakanseba.cai

kantor. mall. dan sebagainya' Peruntukan lahan kota yang sepe(j inilah yang

menimbulkan berbagai macam damPak lingkungan dan kesehatan bagi masyarakal

Sebagaimana telah dijelaskan seb€lumny4 daerah yang merupakan tujuan

masyarakat bekerja umumnya adalah daerah tengah kota dimana pada daeml te$ebut

banyak terdapat gedung_gedung perkantomn baik swasta maupun Pemerintah' pusat

perbelanjaaa. dan sebagainya' Bayangkan saja jika saat jam berangkat dan pulang

kantor, jalan-jalan yang menuju tempat bekerja dan sebaliknya' saat selesai Jaln

kanlor, pasti jalan yang dilalui akan tedadi kemac€tan lalu lintas Saat terjadi

kemacetan inilah yang umumn)'a akan menumpuk polusi udam yang sumbemya

berasal dari asap knalpot kendaraan yang didominasi gas karbon$onoksida (CO)- Jika

kadar CO di udara cukup tinggi. udara tersebut akan memberikan damPak negatif b3gi

kesehatan manusia-

Udara merupakan campuran dari berbagai macam gas yang tetdiri dati 78%

nitrogen, 20olo oksigen,0,93% argon' 0,03olo karbondiosid  dao sisanya terdiri dari
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e.;1. lil:'.ilrt m-t-r. d3r hidr.qen IIdam dikatakan tercemar lika terjadr Perubahan

pr-itl: i, -rl,\i\i rl,lofu \ailg inenLjLlllr' ' rir rrrJn ' 'r ierr f!r'L(mrrJn

dibe,lakan menurut benruk'.ti,n sulnh.rl)r -lelli: ftnc'mar dalam bentuk gL< daPat

dibcdak"n menjadi:

golonSan belerang (sulfur <liokid:' hidrogcn sullida- sulfat aerosol)

golongan nitrogen (nitogen oksid4 nltrogen monoksid4 amonlaL dan nirogen

diokida)

golongan karbon (karbon dioksid4 karbon monotiid'3' hidrokarbon)

golongan gas yang berbahaya (benzene, \inyl klorida, air mJcsa uap)l

Jenis pencemaran uda berbennrt Panikel dibedakan liga laitu:

. mineml (anorganil) dapat berupa racun sepeni air raksa dan timah'

. bahsn organik lerdiri dari ikatan hidrokarbon. klorinasi alkan' benzene-

. makhluk hidup terdin dari bakteri. virus. telur cacing-

Jenis lrncemamn udam menurut tempat dan sumbem,va dibcdakan menjadi dua:

. Kategori penccmamn udara bebas mellPuli secara alamiah (lelusan gunung berapi

pembusukan, dan lain_lain) dan bersumber kegiatan manusi4 misalnya beiasal dari

kegiatan industri, rumah tangga- asap kendarean bemotor-

. Pencemaran udam nrangan melipuri dari L\ap rokok' bau lidak sedap di ruangan '

Selainjenis pencemamn uda.a yarg disebutkan diatas, pencemaian udaJ-a yang

sering di.jumpai dilingkungan Perkotaan termasuk kota Sumbaya adalah SO'? NO' CO'

03. PMlo dan Pb. Zat zat pencemar ini akan semakin meningkat keberadaannya di

udam karcna pertambahan kebutuhan energi seperti Peningtatan pembakaran bahan

bakar fosil untuk pemanasan rumah 1angg4 pembanAit tenaga llstrit-' kendaraan

bermotor, insdust dan pembuangan limbah padal dengan pembakamn

Sempat di kota Suraba)-a terPasang alat yang berfungsr memantau kandungan

zat za t yang merupakan Pencemar udara- Alar-alat tersebut diletakkan di berbagai

I hLlp:rlh.suabN3 so.idsI IJDrslh.l%1010i!20b1.pd1_ Hal.l

' Ibid-
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lent:'n.r didaerah Iano nadal lalu lintas Klta llhal diagrarn

lrbel I

Indeks Pencemaran Uderd dl Koia Suraba)a

Dari tabel diatas. dapat kiu lihal bah!'a Lualitas udam dalam rentang tahun 2001

1007 )ang pahng tinggi adalah Pllr10. Drmana pada uhun 2001 mencaPai 148 hari' lahun

2002 mencapai 238. tahun 2001 mnencapai 167 hari.lahun 200'1 mencaPai 57 hari tahun

2005 mencapai 95 hari. tahun 2006 mcncapai ll5 harr. dan tahun 2007 mencapai 205 hari'

lndeks Standar Pencemar Udara (ISI'IJ) arlalah angka vang tidak mempunlai

satuan )ang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasj dan \laktu tenentll

lang didasarkan pada dampak lerhadap kcsehatan manusi4 nlla; estetika dan makhluk

hidup lainnya. Untuk memudahkan Pemahaman tentang inlormasi kualiEs udara bagi

masyamkat maka Menteri t-ingkungan Hidup'/l(cpala Bapedal menehpkan keputusan

tenlang IndelG Standar Pencemar LIdara melalui KePutusan Nomor 45/MEM-ty10/1997

dan Nomor 107/II-ABAPEDAI./l l/1997 tentang Pedoman leknis Perhiongan dan

l'elaporan serta lnformast Indeks Slandar Pencemar l,dara

Tabel l'2
Rentatrg dan Katagori lndeks Standar Petrcemar Udara

l.
2.

3.

1.

5,

Baik
Sedang

Iidak Sehat

Sangat Tidak Schal

Berbahaya

050
5l , t00
I0t 199

200 299

300 ke atas

IE.E]

I
t-

"l -c
,t-:'L

:1f:

SimUo f'"p. UeNIU Nomor 45/MENLtyl0/1997



t. dar, tscrsib dnr
Tabel 1.1

lidaru Tcr(emar llenurut WHo

PARAMETER UDAR{ BERStrI UDARA BERSIH

Bahan partikel 0.01 0,02 mg/m3
0,003 - 0,02 PPm

.lPPm
0.003 0,02 PPm

310 - 330 ppm
.lppm

0.07 0.7 mshl
0,02 2 PPm
5 200 PPm

0,02 0.1 pPm

350 0,1 PPm
I -20PPm

s02
CO
N02
co2
Hidrokarbon

Sumbcr : H J. Mukono. 1997

Dari date tersebu! dapat dibna sebuah gambaran bahwa beiapa pentingnya

pengendalian baku muru udam khususnya diingkungan p€rkotaan ]'ang merupakan tempat

akti!ilas maslaralia!. pengendaiian -"ang dimaksud adalah dengan mempcrbaiki dan

mengadaan transporlasi publik. Dcngan transportasi publik yang berkualitas alan

membuat mas-,'amkat beralih me,ggunakan transportasi Publik dariPada menggunakan

kendaman pribadinla sehingBa dapat mengurangi kadar polusi

Kadar polusi udara di Surabaya ,vang cenderung tidak ideal seperti yang ditetapkan

oleh Worid Health Organizlion (WHO), diperlukan adanya keseimbangan alam'

Sebagaimana diketahui. polutan yang rerdapat di udar4 umumnya daPat dinetralisjr

dengan dan oleh tumbuhan yang mempunyai zat hijau-

Polutan yang semaliin banyak di u{tara. menjadikan kualitns udara yang kita hirup

menurun. Apabila prosentese gas berbalaya (polutan) yang ditetapkan wIlO sudah b€rada

diatas ambang batas, akan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia dan

gangguan-gangguan lingkungan lailnya

Apabila tidak dialasi dan membiarkan polusi udara terus terjadi' akan membawa

dampak buruk bagi kesehatan manusia khususnya bagi saluran nafas manusia' Penyakit

yang umum muncul karena adanya polusi udara adala Infeksi Saluran Nafas atas ([SNA)'

seperti asm4 bronkitis,dan beberapa gangguan nafas lainnya Penyebab dari munculn-Ya

ISNA karena polutan yang berada di udam dapat dikategotikan sebagai toksik dan

karsinogenik.

Selain dampak yang aerjadl di manusia, Pencemantn udam dapat Pula berakibat

pada lingl:ungan di manusia b€rada khususnya terhadap tumbuhan Ta'aman yang tumbuh

di daerah penc€mamn udara tinggi dapal terganggu pertumbuhannya dan mwan akan

penyakit. Penyalit tersebut anEra lain klotosis' nekrosis, dan bintik hitam Partikulat yang

terdeposisi dip€rmukaan tanaman daPat mengakibatkan terhambatnya Proses folosintesis'

1

t-
2.

l.
4.

5.

6.



Dampal lain adanl-a pencemaran uoard iroiara iairt .iapai t(lir,iinla hiljan .L'':l-n dan tcrjadi

igar keseimbangan ek()sislrm rlam khususn';, dr dlcrah perLolian kernbali

seimbalg. solusi yarlg perlu dilakukan adalah n.nanlbah kuanrilas Jan kualilr$ ruang

terbuka hiiau tJi lirgtungan perkoiaan dengar ruiuafl adalai memberikaa dacrah unnlk

menjadi kcseimbangan lingkungaa yang dapal mcn,vemP polusi )ang ada. Ruang lerbuka

hijau alan lebih maksimal fungsinya jika dijadikan sebagai sebuah hutan ko'a Dengan

semakir ban\ak pohon pohon lang rnemiliki daun hiiau maka alian semakin tinggi

kualitas udara dari sebuab lingkungal.

Ruang lerbuka hijau lang eleklf adalah dimana ruang terbuka hijau tersehut

memilki pohon-pohoD yarlg elbkil dalam penlempan poluran ]ang ada di udam

perkoEalr. sehrngga keberadaan ruang ierbuka hriau lcrsebul etlllif $bagai Paru-paru

koL1. Sebagai paru-paru kola sela)akn)a ruang lcrbuka hiiau mempunlai kuanlitils pohon_

pohon )ang mempunyai sifat dapal menyemP polulan, rimbun, seh,ngga nantin)a dapat

memp€rbaiki kualitas udara kota Untul iru, dipcrlukan adan) a hutn kota yang

merupakan saiah salu fungsi darikeberadaan ruane terbuka hiiau

Selain sebagai paru-Pam koE keberadaan hutan kota adalal sebagai tempat

resapan air lanah- Semakin ban,vak Pohon )ang tumbuh. akan ban)ak air,vanc daPat

diserap dan disimpan dalam lanah sebagai keseimbangan dari alem. Dengan tersempn)a

air ke dalam tana-h, maka kekMoran lerjadinla baniir dan berlulan8n)a cadangan ai'

berslh di Surabaya dapat sedikit teraast Selain ltu, den8an stabilnya kadrr air yang

te$impan dalam tanah, terjadinya penuman hnah terhadaP tingginya air laut drpat

dicegah.

C. Maksud datr TujuaD Kegiatrtr Penyusunan Naskah Akademik

Naskai Alademis ini disusun dengan maksud untuk menyiapkan landasan pemikiran

dengan menggunakan pendekatan akademis, leorjhs dan ltridis sebagai amhan dalam

pen)usunan norma-norma pengaturan dalam Pemtumn Daerah lentang [Iutan Kota

Adapun lujuan dari pen)'usunan Naskah Alademik adalah unluk :

l- Memberikan arahan dalam penyusunan norma-norma pengaturan dalam Pemruran

mengenai Hutan Kota-

2. Menyelaraskan pengatumn norma dalam pemruran daerah dengan norma ]ang

diatur pada Peraturan Perundangan yang sejajar alaupun yang lebih tinggi,



D.

i. Nlemb€r ian pclljclsstui li,cngenai kcrangk3 Fikir dan tuiuan nonna-norma

I.i(I]gal'JLr dil3Ix lxng:rruIarr l)eraNran l)aerirh lenLrrlg nuLrn L(r1li

Itetode Penlusunan

Dalam mcnlEun Naskah Akademik ini basis metode yang digunakan

adalah metode penelitEn. Mengin8at kaJian tentang Hutan Kota sangat terkait

dengan sisi yuridis maka penelitian yang dilakukan menggunakaa metode lrridis

no.matif -"ailu penelitian yang dilaL:ukan melalui studi pustaka yaog menelaah

(Ieruuma) dala sekundcr )ang berupa l''Iaturan Penindang_undanean' putusan

p€ngadilan. perjanjian. konrrak atau dolumen hukum lainnya_ serta hasil

p€nelitran, hasil pengkaiian, dan referensi lainnya'

D.1. l-okasr Penelitian

Penelilian ini dilakukan di Kou Surabay4 Ja!'!a Timur

D.2. Sumber Data/ Bahatr Hukum

Sumber data yang digunakan dalarn penclidan mi adalah data sekunder

(se )n(lory dotd) Dati sekunder adalah data yang diperoleh pcneliti dari Penelitian

kepustakaan dan dokumen. \'ang merupakao hasil penelitian dan p€ngolahan Pihak

lain, yang sudah tersedia dala$ bentuk buku_bulu atau dokumen yang biasanya

disediakan di perpustakaan. atau milik pribadi

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer'

bahan hulum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder yang digunakan

dalam penelitiaa ini, yartu tcrdiri dari :

a. Bahan hukum primer. yaitu bahan-bahan huk'um van8 mengikat

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I Tentang

Pembentukan Pemtura, Perundang-l]ndangan' seperti :

I ) Undang-llndang DLsar Negara Republik lndonesia l ahun 1945;

2) Ketetapan N{ajelis Permus}awaratan Rakyat'

3) Undang-Undang,Pemtumn Pcmerintah Pengganti Undang-Undang;

4) Peratumn Pcmerintah,

5) Pemtlrrall Presiden;

6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
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7) PeratuJan DaeEh KabupareDt ota.

Sirllirr-i,anan hururi i_iLrniei- \r.:L 1tr,_rr :a:l:r' . i:N: .rill hLbLl'gannla

dengan bahan hukum primer den dapal rnenbaltu menganahsls dan

memahami bahan hukum primcr. sep"nil buku-bulu hasil penelitiaD'

jumal ilmiah, artikel ilmiah. dan makalah hasil seminar.

Bahan hukum lenier. )a;ru bahan-bahan )aDg membcrikan infomasl

teotang bahan hukum primer dan baian hukum sekunder, benrpa kamus-

kamus seperli kamus bahesa lndonesra- lnggris. terta kamus_kamus

keiLnuan sepeni kamus istilah hukum.
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KAJIAN TEORETIS DA-\ I'R \XTIK E\,PIRIS

Kalian teoretis
A.l. Kajian Tentang Hutan Kota

Hutan Kota menjadi satu kebunrhan mendesak bagi sebuah wilayah perkotaan'

Hal ini disadari sepenuhnya oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota Definisi Hutan Kota adalal:

"suatu hamparan lahan yang bemrmbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di

dalam wilayah Perkotaar baik pada unah negara maupun tanah halc yang ditetapkan

sebagai hutan kou oleh pejabar 1-ang beru'enang"l Pemerintah menyediakan payung

hukum rentang Hutan Kota secara spesifik dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor

63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, karena Hutan Ko12 mempunyai fungsi untuk:

a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;

b. meresapkan air;

c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan

d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia "

a. Memperbaiki Dan Menjaga Iklim Milso Dan Nilai Estetika;

Peningkatan suhu di daerah perkotaan adalah masalah umum yang dihadapi warga'

Hal ini terjadi karena di kota terjadi penumpukan dalam jumlah besar kendaraan

yang menggunakan mesin, jalan aspal, gedung bertingkaq papan reklame' menar4

antene pemancar radio, televisi dan lain-lain yang berakibat pada siang hari suhu

naik secara signifrkan. Huran kota mampu untuk meredam kenaikan ini dengan

tabir pelindung berupa daun yang secara alami memberikan keteduhan dan pada

saat bersamaan mengeluarkan Oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk

hidup. Pada malam hari kota dapat lebih hangat dengan adanya Hutan Kota karena

tajuk pepohonan dapat menahan radiasi balik (reradiasi) dari bumi (Grey dan

Deneke, 1978 dan Robinette, 1983 dalam hup://www dephut'go'id)'

Penelitian yang dilakukan oleh Wenda (1991) dalam htto://www'dephut-eo'id juga

menjelaskan bahwa daerah yang memiliki vegetasi cukup suhu udaranya lebih

ll
I . Pasal I angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota



olxman daripads dacrah ridak ditumbuhi oleh vegetasi. hal tersebut terlihat dari

hasil pengukuran sebagai berikut:

1. Pada areal bervegetasi suhu hanya berkisar '25'5-31,0' C dengan

kelembaban 66-92%.
2- Pada areal yang kurang bervegetasi dan didominasi oleh tembok dan

jalan aspal sulu yang te4aal 27,:7-33,1'C dengan kelembabm 62-78Yo'

3. Areal padang rumput -emproyai suhu 27,3-32,1' C dengan kelembaban

62-7to/o.a

Melihat pada data tersebut maka terlihat jelas bahwa keberadaan hutan memiliki

fungsi untuk menjaga iklim secara baik.

Hutan Kota selain fungsi sebagaimana disebut di atas juga memberikan nilai

estetika bagi sebuah kota. Manusia dalam hidupnya tidak saja membuhrhkan

tersedianya sandang, pongan. popcn (Pakaiaq Makanan dan tempat tinggal)

namun juga memerlukan keindahan.. Keindahan merupakan pelengkap kebutuhan

rohani. Terkait dengan Hutan Kota, Tanaman dalam bentuh wama dan tekstur

tertentu dapat dipadu dengan benda-benda buatan seperti gedung' jalan dan

sebagainya untuk mendapatkan komposisi yang baik' Peletakan dan pemilihan jenis

tanaman harus dipilih sedemikian rupa sehingga pada saat pohon tersebut telah

dewasa akan sesuai dengan kondisi yang ada. Wama daun, bunga atau buah dapat

dipilih sebagai komponen yang kontras atau untuk memenuhi rancangan yang

nuansa (bergmdasi lembut).

Berbagai jenis tanaman dapat diatur dan diletakkan sedemikian rupa'

sehingga pemandangan yang tidak sedap dipandang sePerti : t€mpat pembuangan

sampalr, pemukiman kumuh, rumah susun dengan jemuran yang beraneka bentuk

dan wamq pabrik dengan kesan yang kaku dapat sedikit ditingkatkan citranya

menjadi lebih indah, sopan, manusiawi dan akrab dengan hadimya hutan kota

sebagai tabir penyekat

b. Meresapkan Air

Berdasarkan data dari http://www-surabava'eo'id/Profi lkota (diakses pada

15 Februari 2013), Surabaya memiliki ketinggian rata-rata 3 - 6 meter di atas

permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit

' htto://Ervw.dephut.eo. id

12



c.

' http://www.surabaya.eo.idlprofi lkola
6 hftp://www.dephut.so.id
7 http://id-wikipedia.orq

laadai di daerah Lioalr & Cal irngan Jcnga,r Lclr;ggian 15-50 meter di atas

penlrui,aan air irli' jjLl: iri \.h.r.ru5irt., i-:r''1\'ri jllil:\ srakat sedar bahna

sebagian daerah di Surabaya adalah daerah rang sering digenangi air- Salah satu

cara untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan menanaln tanaman dengan

jenis tanaman yang mempunyai kemampuan evaporanspirasi yang tinggi' Jenis

tanaman yang memenuhi kriteria ini adalah taaaman yang mempunyaijumlah daun

yary banyalq sehingga mempunyai stomata (mulut daun) yang banyak pula'

Menurut Manan (1976) dalam http://wwrv-deohut.go.id. diakses pada

tar,ggal25 Januari 2013, tanaman penguap yarg sedang tinggi diantaranya adalah :

narr$a (Artocarpus integra), albizia (Paraserianthes falcatmia)' Acacio vilosa'

Indigofera galegoides, Dalbergia spp., mahoni (swietenia spp), jati (Tectona

grondis).kihujan (Samanea samon\ dan lamtoro (Leucanea glauco\'6

Menciptakan Keseimbangan Dan Keserasian Lingkungan Fisik Kota

Kota merupakan "kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh

kumpulan rumah-rumah yang mendominasi rau ruangnya dan memiliki berbagai

fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri." Menurut Teori

Ketinggian Bangunan sebagaimana diungkapkan oleh Bergel (1995) dalam

http://id.wikipedia.or* Teori ini menyatakan bahwa

"perkembangan struktur kota dapat dilihat dari variabel ketinggian

bangunan. nLrah pusat Kota (DPK) atau Cenrrol Busiruss District (CBD)

secara garis besar merupakan daerah dengan harga lahan yang tinggi,

aksesibilitas sangat tinggi dan ada kecenderungan membangun sfuktur
p€rkotaan secara-vertikal. Dalam hal ini, maka di DPK atau CBD paling

sesuai dengan kegiatan perdagangan (retail activities), karena semakin

tinggi akseiiUititas suatu ruang maka ruang tersebut akan ditempati oleh

fungsi yang paling kuat ekonominya."T

Melihat pada definisi kota di atas maka seolah-olah kota adalah kumpulan

bangunan yang tidak lagi membutuhkan hat lain sepanjang kegiatan perekonomian

dapat dijalankan. Faktanya, kota teraplah perlu fasilitas lain sebagai komponen

yang melengkapi kota agar serasi dan seimbang. Komponen tersebut salah satunya
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rJ3lah flutrn Kcta. Ir:tan kota akan memberikan dampak antara lain Penyerap

Panikel Timhal lang dihasilkan oleh cerobong asap pabrih dan kendaraan bermotor

serta dapur rumah tangga- penlerap panikel dcbu yang tersebar akibat tersapu oleh

kendaraan b€rmotor araupun angin, peredam kebisingan yang ditimbulkan oleh

kendaraan b€rmotor maupun mesin pabrik. serta membantu mengurangi bahaya

hujan asam melalui proses fisiologis tanaman yang disebut proses gutasi' Proses

gutasi akan memberikan beberapa unsur diantaranya ialah : Ca, Na, Mg, K dan

bahan organik sep€ni glumatin dan gulas

d. Mendukung Pelestarian Keanekaragaman Hayati Indonesia

Pelestarian keanekaragaman hayatai selalu dikaitkan dengan Plasma Nutfah'

Menurut Kamus Pertanian Umum yang diterbitkan PT. Penebar Swadaya dalam

http://gurr'.litbane.deptan.go. id. diakses pada tanggal I Maret 2013' definisi dari

plasma nutfah adalah substansi sebagai sumber sifat keturunan yang terdapar di

dalam setiap kelompok organisme yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan

atau dirakit agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar baru 
e

Plasma nutfah merupakan bahan baku yang Penting untuk pembangunan di

masa depan, terutama di bidang pangan' sandang, papan- obat-obatan dan industri'

Penguasaannya merupakan keuntungan komparatif yang besar bagi lndonesia di

masa depan. Oleh karena iru. plasma nutfah perlu terus dilestarikan dan

dikembangkan bersama untuk mempertahankan keanekaragaman hayati' Hutan

kota dapat dijadikan sebagai tempat koleksi keanekaragaman hayati yang tersebar

di seluruh wilayah tanah air kita. Kawasan hutan kota dapat dipandang sebagai

areal pelestarian di luar kawasan konservasi, karena pada areal ini dapat

dilestarikan flora dan fauna secara exsitu.

A.2 Uryensi Pembcntukan Naskah Akademik Peraturan Daerah'

A.2.1. Naskah Akademik
Naskah akademik bukan merupakan hal baru dalam kerangka pembentukan

suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tahun 1994, Badan

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengeluarkan sebuah ketentuan mengenai

Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik. Peraturan Perundang-Undangan

' Smith, l98l dalam http:i/wwr,".dephut. eo.id

'q http://www.litbane.deptan.go.id
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yang di dalamnya tedapat p€njelasan nama arau istilalu bentuli, isi dan kedudulan

scna iirrmar dari Na:iuir -\iademik.

Di dalam Kepunr-san Presiden (Keppres) No.l08 Tahun 1998 tentang Tata

Cara Menyiapkan Rancangan Undang-Undang, istilah Naskah Akademik disebut

"Rancangan Akademik". Sedangkan Undang-Undang Nomor l0 Tahun 20M

tentang Pembentukan Peraturar Perundang-Undangan. secara eksplisit tidak

mengatr tentang Naskah Akadernilq namun disebutkan mengenai keErlibatan

pihak lain di luar lembaga legislatif dan eks€kutifdalam setiap penltsunan sebuah

peraoran perundang-uodengan yang disebut sebagai partisipasi masyarakat.

Pelembagaan Naskah Akademik ''muncul" secara tegas dalam Peraturan

hesiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 t€ntarg Tata Cara Mempersiapkan

Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan hesiden. Di dalam Pa-sal 5 ayat

(l) dan (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tersebut dikatakan bahwa keberadaan

naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia

bukan merupakan sebuah kewaj ibanikehamsan yang harus dilakukan dalam rangka

penlusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Sehinggq

kedudukaa sebuah naskah akademik bisa dianggap hanya sebagai "pendukung"

penyusunan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan masyarakat

lndonesi4 urgensi sebua} naskah Akademik dalam proses p€nyusunan p€raturan

perundang-undangan yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan, menjadi sangat p€nting.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201t tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan membawa konsekuensi bahwa naskah akademik

yang awalnya hanya bersifat fakultatif menjadi sebuah kewaj iban. Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2011 yang berlaku efekif sejak ditetapkan menyebutkan bahwa

dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus menyertakan

Naskah Akademik. Undang-Undang ini juga menyertakan teknik penyusunan

beserta sistematika Naskah Akademik. Adapun materi yang harus ada dalam

Naskah Akademik menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll

adalah:
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a- latar belakang dan tuiuan penvusunan:

b. sasaran lang ingin di*ujudkan: cian

c. jangkauan dan arah Pengaturan

Dalam penyrsunan sebuah p€raturan perundang-undangan' termasuk Peraturan

Daera[ naskah akademik sangat dip€rlukan dalam rangka pembentukan rancangan

undang-undang. Tujuannya antara lain adatah agar undang-undang yang dihasilkan

sejalan dengan sistem hukurn nasional, sesuai dengan (tuntutan) kehidupan

masyarakat, dan dapat meminlnralisir permasalahan dikemudian hari

A.2..2 - P engernan Naskah Akademik

Di dalam ilmu perundang-undangan, naskah akademik merupakan prasyarat

unruk menyusun ftrncangzrn peraturan perundang-undangan Pemakaian istilah

Naskah Akademik peraturan perundang-undangan secam baku digulirkan tahun

1994 melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No'

G.159.PR.09.10 tahun I994 tentang petunjuk teknis penlusunan naskah akademik

p€raturan perundang-undangan, dikemukakan bahn'a naskah akademik perahlran

perundang-undangan adalai naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi

perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik

dan futuristik.

Sebelumnya berbagai istilah mengenai naskah akademik peratuftm perundang-

undangan ini bermunculan- sep€rti istilah naskah rancangan undang-undang'

naskah ilmiah rancangan undang-undang, rancangan ilmiah peraturan perundang-

undangan, naskah akademis rancangan undang-undang' academic drafi

p€nyBunan Peraturan perundang-undangan-

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara

mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah' Rancangan

Peraturan Presideq dalam Pasal I angka 7 disebutkan bahwa :

,Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungiawabkan secara

ilrniah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang' tujuan penltrsunan' sasaftul

yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objelq atau arah pengahrran

rancangan undang-undang."
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Di dalam Pasal 5 avat I Perpres Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan :

''Pcmrakarsa dalam menrusun rancansl.n unciang-undang dapat terlebih dahulu

menvusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan

undang-undang"

Pasal 5 ayat 2 Perpres Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan :

"Penlrusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dilalekan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departanen yang tugas dan

tanggungjawabnya dibidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya

dapat diseratrkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang

mempunyai keahlian unruk iru."

Kepuosan Presiden (Keppres) Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara

Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang menyebutkan istilah Naskah

Akademik disebut dengan Rancangan Akademik. Dalam Pasal 3 ayat (l)

disebutkan:

"Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa p€nyusunan mncangan

undang-undang dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik

mengenai rancangan undang-undang yang akan disusun."

Pada sisi lain, dalam Undang-undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara eksplisit tidak mengatur

mengenai Naskah A-kademik sebelum penyusunan suatu Peraturan perundang-

undangaa. Hanya saja di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan mengenai

keterlibatan pihak lain di luar lembaga legislatif dan eksekutif dalam p€nyusunan

sebuah p€raturan perundang-undangan, yang dalam hal ini disebut dengan

panisipasi masyanrkat. Pasal 53 Undang-undang Nomor l0 Tahun 20M

menyebutkan :

"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam

rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan

peraturan daerah." Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam penytsunan sebuah

peraturan perundang-undangan bisa diinterprctasikan sebagai bentuk keterlibatan

masyarakat yang wujud nyatanya berupa penyusunan Naskah Akademik-

Dengan tidak "diatumya" naskah akademik secara eksplisit di dalam

Undang-undang Nomor l0 Tahun 2004 tersebu! maka ketentuan Keppres Nomor

188 Tahun 1998 Pasal 3 ayat (l) masih berlaku. Hal itu dikarenakan, dalam Pasal
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57 hunrf c Undane-rrndans Nomor l0 Tahun 2004 ditentukan bahwa p€raturan

perundane-undanean lain r:nr k.lentuelrn'.d iclah diatur iJ,"jn undJog-undang ini.

dinyatakan tidak berlaku. Akibat Naskah Akademik tidak diatur dalam Undang-

undang Nomor l0 Tahun 20M, maka ketentuan yang mengatur Naskah Akademik

di dalam Keppres Nomor lE8 Tahun 1998 tetap berlaku. Selain itu dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tenrang Pembentukan

Perdrran Perrmdang-Undangan maka semakin memp€negas perintah bagi

pembuat Peraturan Perundang-Undangan untuk menyertakan Naskah Akademik

dalam sAiap perancangan Perundang-Undangan.

Definisi lainnya dari sebuah naskah akademih dikemukakan oleh Jazim

Hamidi, balrwa naskah akadernik ialah naskah atau uraian yang berisi penjelasan

tentang:

l. Perlunya sebuah p€raturan harus dibuat;

2. Tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat;

3. Materi-materi yang harus diatur p€raturan ters€but;

4. Aspek-aspekteknispen),usunan:

Naskah Akademik paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis' yuridis,

pokok dan lingkup materi yang diarur. Dasar Filmofis merupakan landasan filsafat

atau pandangan yang menjadi dasar cita+ita sewaktu menuangkan suatu masalah

ke dalam p€raluran perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk

menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan

nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah{engah masyarakat, misalnya etik4 adat,

agama dan lain-lain. Dasar Yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar

bagi pembuatan p€raturan perundang-undangan. Dasar luridis ini terdiri dari dasar

luridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi

formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain unok

memberi kewenangan Mgi suatu instansi membuat aturan tertentu. Sedangkan

dasar )uridis dari segi materiil yaitu dasar hukum yang mengatur p€rmasalahan

(obyek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk

memberikan pijakan p€ngaturan suatu perelturan perundang-undangan agar tidak

terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan p€raturan perundang-

undangan di etesnya.
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Sciara Sosiologis. lteskah akademik disusun dengan mengkaji realitas

masr araklt I ane meliputi Lebutuhan hukum masyarakal asp€k sosial ekonomi dan

nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat) Tujuan kaj ian

sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-

undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Banyaknya peraoran

perundang-undangan yang setelah diundangkan kernudian ditolak oleh masyarakat,

merupakan cerminan p€raturan penmdang-rmdangan yang tidak memiliki akar

sosial yang kuat.

Dengan demikian dalam pmses penyusunan peraulran perundang-undangan

tidak boleh dilakukan secara pragrnatis dengan langsung menuju pada Pen)'usunan

pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam' Peraturan

perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang

mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak

tertenhl sehingga kelika diterapkan di dalam masyarakat yang terjadi adalah

penolakan-penolakan. Masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu p€raturan

perundang-undangan sebagai akibat p€mbentukannya tidak partisipatif dengan

mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat-

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkeir Dengan Penyusunhn Norma'

Dalam pembuaran ftrncangan Peraturan Daerah perlu diperhatikan beberapa

hal diantaranya adalah azaVprinsip yang terkait dengan penlT rsunan norma' Aaas

Hukum menurut Sudikno Merrokusumo a&lah:

"bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrig melainkan

merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar

belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap

sistem hukum. Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan

putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan

dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkit

tersebut."lo

l,ebih lanjut Bruggink menerangkan bahwa "Azas hukum adalah kaidah yang memuat

ukuran ftriteria) nilai".rr Pemahaman tentang Azas hukum juga disampaikan oleh

Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa: " asas hukum, bukan peraturan hukum'

to Sudihro Mertokusurno, 1996, Mengcnal Hukum Suatu Pengantar, Yosakarta: Liberty
t' J-JJ. Brugging 1999, Refleksi Tenrang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bahi
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Permasalahannwa adalah tidak ada hukum yang bisa dipahami ranpa mengeuhui asas-

rsrs hul'um lang ada di dalamnla [3rcr]ii .j:as nuiurn ini ntemberi makna .tis kepada

peraturan-peraturan hukum dan tata hukrm. ''
Dalam pembuatan Naskah akademis Peraturan Daerah, pemerintah telah

memberikan rambu-rambu azas hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 5

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang meliputi: Kejelasan trjuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang

tepal kes€suaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. dapat dilaksanakan,

kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusarl keterbukaan.

a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
harus mempunyai lujrran y'ang jelas yang hendak dicapai.

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepa! yaitu setiap jenis peraturan
perundang-undangan harus dibuat oleh lemMga,/pejabat pembentuk peraturan
perundang-undargaa yang benvenang dan dapat dibatalkan atau batal derni hukum
bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis dan materi muata4 yaio dalam pembentukan p€raturan
perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. dapat dilaksanakaa yaitu bah\la setiap pembentukan p€mturan p€rundang-
undangan harus memperhatikan efeldifitas p€raturan perundang-undangan tersebut
di dalam masyaraka! baik secara filosofis, )uridis maupun sosiologis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap p€raturan perundang-undangan
dibuat karcna memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
kehidupan bermasayaraka! berbangsa dan bemegara

f. kejelasan rumusarL yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi
persyaratan teknis prenyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta

bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan
berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan, yaitu dalam prcses pemhntukan peraturan perundang-undangan
mulai dari perencanaan, persiapaq penyusunan dan pembahasan bersifat transparan
dan terbuka. Dengan demikian selumh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan
seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan
perundang-undangaa.l3

Di samping itu materi muatan Peraturan Daerah harus mengandung asas-asas sebagai

berikut :

a. asas pengayoman, bahwa setiap maleri muatan Perda harus berfungsi memberikan
perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan
perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi

P satlipo nahar;o. 1986, Pengantar llmu Hukurn,
'' Penjelasan pasal 5 Utrdang-Undang Nomor 12 Tahun 201I tentaDg Pembentukan Peraturan Penmdang-
rmdangan
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c. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus ntcncerminkan sifat dan watak

bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnei'lian) .ieiruan letlp menlaga pnnslP

negara kesanran Republik lndonesia.

d. asi kekeluarguur. buh.u. setiap materi mualan Perda.harus mencerminkan

musyawa.ah uituk mencapai mufakat dalam sctiap pengambilan keputusan'

e. asas kenusantaraarL bahwa setiap materi m ualan Perda senantiasa memperhatikan

kepentingan selunrir wilayah Indonesiadan materi muatan Perda merupakan bagian

dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila-

f. asas bhimeka tunggal ita, bah;a setiap materi muatan Perda.harus memperhatikan

keragaman pend;duk, agama, suku d'an golongarL kondisi daerah dan budaya

khrsiu*y, yang m"nyangkot masalah-masatah sensitif &lam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

g. asas rcaAUn, batrwa setiap marcri-muatan Perda harus menctrminkan keadilan
" 

,..u., p.poriional bagi setiap warga negara tanpa kecuali'.

h. asas kesamaan dalam hukum dan fr.".i"ut'"'u'Uot'wa s€tiaP mareri muaran Perda

tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang'

antara lain agama, sukq ras, golong-, gender atau status sosial-

i. asas keterti&n dan kepasiair huium,-bahr'ra s€tiap materi muatan Perda harus

dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat meialuijaminan adanya kepasian

hukum.

.1. asas teseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda
' hr-. -"r"...inkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan

individu dan masy'arakat dengan kepentingan bangsa dan negara-

Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada' Serta

Permasaiahan yang Dihadapi Masyarakit'

C.l Kondisi Geografis Surabaya secara lengkap dapal ditihat sebagai bcrikut:

l.etak

Ketinggian

Batas Wilayah

Luas Wilayah

Kelembaban Udara

Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan
Sebelah Barat

Selat Madura
Selat Madura
Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Gresik

07 derajat 9 menit - 07 derajat 2l menit LS (Lintang

iA"*i oan I 12 derajat 36 minit - I 12 derajat 54 menit

BT @ujur Timur)
i - i -",". di atas permukaan air laut (dataran rendah)'

kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit- landai di

daerah Lidah & Galungan dengan ketinggian 25-50 meter

di atas permukaan air laut

33.306,30 Ha

rara-rata minimum 42%o dan maksimum 96%

'n Peo;.lasan l..at 6 Undang-Uodang Nomor l2 Tahun 201I tentarg Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan
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l c[.r nai: l i:ra

Temperatur

Curah Hujan

Topografi

' r:ta-rata minimrrm 1.005.38 Mbs dan maksimum l'014'4i

.ln.

: rata-rata minimum 2-:.i 'C dan maksimum 35'2 'C

: rala-rata 181,2 mm. curah hujan diaus 200 mm terjadi

pada bulan Desember s/d Mei

: 80% dataran rendalq ketinggian 3-6 m, kemiringan < 3 %

2trlo perbukitan dengan gilombang rendah, ketinggian <

l0 m dan kemiringan 5-l5olor5

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal dari Naskah Akademik ini

bahrva Surabaya menrpakan kota teftesar kedua di tndonesia Sebagai kota besar

Surabaya menjadi pusat konsentrasi manusia yang dampaknya terjadi juga

penumpukkar polusi akibat berbagai hal.

Pencemaran udara di perkotaan seperti Surabaya umumnya disebabkan oleh

adanya emisi yang ditimbulkan oleh aktivius industri' transportasi' dan timbulan

sampah dalam jumlah besar. Kegiatan tersebut menghasilkan zat pencemar udara

sepeni CO2, CH4, N2O, yang merupakan Gas Rumah Kaca (GRK)'

Permasalahan transportasi khususnya transportasi darat di Kota Surabaya

cukuplah kompleks, karena transportasi merupakar suatu sistem yang saling

berkaitan maka satu masalah yang timbul di satu unit ataupun satu jaringan akan

mempengaruhi sistem tersebut-

Fa.lrror-faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah pada transportasi darat

di Kota Surabaya sangat beragam, antara lain ledakan penduduk' kurangnya kesadaran

masyarakal akan emisi kendaran bermotomyq tingginya perfirmbuhan kendaraan

bermotor, rendahnya petayanan angk-utan umum, kurang optimalnya fasilitas alih

moda, serta sarana prasarana lransportasi yang belum optimal' Tingginya populasi

penduduk dan rendahnya pelayanan anglrtan umum dapat menyebabkan p€nggunaan

kendaraan pribadi semakin meningkat Penggunaan kendaraan yang semakin

meningkar menyebabkan kapasitas jalan tidak seimbang sehingga akses dan jaringan

jalan belum optimal.

Dalam Data Carbon Footprint Kota Surabaya' jumlah kendaraan bermotor

berbagai jenis di Surabaya mencapai 1 827'806 unit patla tahun 2010 sedangkan

pertambahan kendaraan bermotor tiap tahunnya mencapai 30 o/o' Sepeda motor

r5 lh.surabaya-go.i4 diaks€s pada 8 Februari 2013
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D.

mendominasi komposisi kcndara:n hennolor di Kota Surabaya yaitu sebesar 80 7o

dari total seluruh kendaraan hermotor di Koia SuraDala'

Kondisi tersebur perlu dibenahi agar kualitas hidup orang yang tinggal di

Surabaya meningkat dengan pengadaan Hutan Kota yang akan mampu mengurangi

jumlah zat beracun yang ditimbulkan oleh polusi berbagai hal' Selain itu dengan

semakin banyaknya pepohonan yang ada maka estetika kota juga akan meningkat'

Hutan Kota akan menambah keindahan kota dengan berbagai macam wama daun dan

bunga yang apabila dikombinasikan dengan sesuai maka akan menimbulkan kesan

asri dan npman pada setiap sudut kota-

Permasalahannnya adalah sampai dengan saat ini Kota Surabaya belum

memiliki Peraturan Daerah yang mengatur secara srpesifik tentang Hutan Kota Selama

ini Kota Surabaya masih mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

2002 tentang Hutan Kota. Peraturan tersebut perlu diterjemahkan lebih detil yang

disesuaikan dengan kondisi nyata di daerah masing-masing tentang penunjukan'

pembangunarq p€netapan, pengelolaan pembinaan dan pengawasan Hutan Kota' Oleh

karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota yang akan menjadi

landasan Yuridis bagi pelaksaraan pernbangunan Hutan Kota di Surabaya'

Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akstr Diatur Dalam

Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya

Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Pembuatan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota di Surabaya akan membawa

beberapa dampalq diantaranya adalah masyarakat Surabaya akan menikmati

keserasian dan keseimbangan ekosistem yang meliputi unsur lingkungan' sosial dan

budaya. Dalam hal lingkungan, pembentukan Hutan Kota tentu saja akan memabntu

mengurangi polusi udar4 mengurangi hujan asam, genangan air' serta tingkat

kebisingan yang semakin tahun semakin meningkat sejalan dengan pertambahan

jumlah kendaraan dan pabrik yang beroperasi di Surabaya'

Dalam hal Sosial, masyarakat Surabaya akan mendapatkan tempat baru dalam

berinteraksi antara satu dengan yang lain- Apabila selama ini masyarakat Surabaya

terbiasa untuk b€rinteraksi di pusat pertokoan, Mall ataupun tempat resmi lainny4

maka Hutan Kota menawarkan pilihan lain tempat bersosialisasi dengan tempat yang

bersifat outdoor, cenderung informal sehingga lebih terjatin keakraban antar pelaku



inrL'misi \crta mcnJapatk3n cksi-cen a!ami tanDa menggunakan penyejuk ruang yang

l<nlLr \Jjr'rhill ntL'nr<h:,tlart hapi iuhuh manusia'

Sedangkan dari segi budaya- sangat mungkin tlutan Kota menjadi tempat bagi

berkumpulnya seniman untuk membahas berbagai hal terkail dengan bidangny4

selain itu pementasan kegiatan kebudayaan sangat mungkin ditaksanakan di Hutan

Kota mengingat lahan yang tersedia cukup luas dengan ditopang oleh pepohonan yang

rimbun sehingga para udangan yang hadir akan merasakan kenyamanan alami yang

tidak didaparkan dari dalam genung-

Adapun terkait dengan aspek keuangaan daerah Hutan Kota pada satu sisi

akan membebani keuangan daerah yang dimulai dari penetapan lokasi' pembanguna&

pengawasan serta Pemeliharaan yang berkesinambungan' nurmun pada sisi lain huan

kota juga akan mengurangi beban anggaran daerah bahkan juga memberikan

pendapatan Pada kota Surabal a-

Dalam hal mengurangi beban anggaran daerah' peran signifikan Hutan Kota

diantaranya adalah mengurangi jumlah polusi udara' Sebagaimana telah diketahui

bersamabahwapolusiudaramenjadipenyebabberbagaimacampenyakitmulaidari

Secara umum partikel yang mencemari udara dapat merusak lingkungan' tanaman'

hewandanmanusia.Partikel.partikeltersebutsangatmerugikankesehatanmanusia.

Pada umumnya udara yang telah tercemar oleh partikel dapat menimbulkan berbagai

macam penyakit saluran pemapasan atau pneumoconiosis-

Pneumoconiosis adalah penyakit saluran pemapasan yang disebabkan oleh

adanya Paftikel (debu) yang masuk alau mengendap di dalam paru-paru' Penyakit

pnemokoniosis banyak jenisny4 terganong dari jenis partikel (debu) yang masuk atau

terhisap ke dalam paru-paru. Beberapa jenis penyakit pneumoconiosis yang banyak

dijumpai di daerah yang memiliki banyak kegiatan industri dan teknologi' yaitu

Silikosis, Asbestosis, Bisinosis, Antrakosis dan Beriliosis'r6

l. Penyakit Silikosis

Penyakit Silikosis disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas' berupa

SiO2, yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap Debu silika

bebas ini banyak terdapat di pabrik besi dan baja' keramik' p€ngecoEm beton' b€ngkel

yang mengerjakan besi (mengikir, menggerinda dll)' Setain dari itu debu silika juka

banyak terdapat di tempat di tempat Penampang bijih besi' timah putih dan tambang

r5Al-tu,rr 1.r" i 1'.r:,. 11!::' .1.'lri.: htrp:/6apelkescikarane'or'id 'l '' -r-' i' r'i i 
' '
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hatuhara Pemakaian batubara sebagai bahan bakar juga banyak menghasilkan debu

:ilrka i.et.r. \r(,1. Pada srret dibakar- dcirt. ., riir.rx,n kclurr dan terdispersi ke uci,:ra

bersama - srma dengan partikel lainnya- seperti debu alumina- oksida besi dan karbon

dalam bentuk abu.

Debu silika yang masuk ke dalam paru-paru akan mengalami masa inkubasi

sekitar 2 sampai 4 tahun. Masa inkubasi ini akan lebih pendelc atau gejala penyakit

silicosis akan segera tampak, apabila konsent'asi silika di udara cukup tinggi dan

terhisap ke paru-paru dalam jumlah banyak. Penyakit silicosis ditandai dengan sesak

nafas yang disertai batuk-baruk Baok ii rringkali tidak disertai dengan dahak Pada

silicosis tingkah sedang gejala sesak nafas yang disertai terlihat dan pada

pemeriksaan fototoraks kelainan paru-parunya mudah sekali diamati- Bila penyakit

silicosis sudah berat malia sesak nafas akan semakin parah dan kemudian diikuti

dengan hipemopi jantung sebelah kanan yang akan mengakiba*an kegagalan kerja

janrung.

2. Penyakit Asbestoois

Penyakit Asbestosis adalah pen-u-akit akibat ke{a yang disebabkan oleh debu

atau serat asbes yang mencemari udara. Asbes adalah campuran dari berbagai macam

silikat, namun yang paling utama adalah Magnesium silikat. Debu asbes banyak

dijumpai pada pabrik dan industri yang menggunakan asbeg pabrik pemintalan serat

asbes, pabrik beratap asbes dan lain sebagainya. Debu asbes yang terhirup masuk ke

dalam paru-paru akan mengakibatkan gejala sesak napas dan batuk-batuk yang

disertai dengan dahak. Ujung-ujung jari pendcritanya akan tampak membesar /

melebar. Apabila dilakukan pemeriksaan pada dahak maka akan tampak adanya debu

asbes dalam dahak tersebut. Pemakaian asbes untuk berbagai macam keperluan

kiranya perlu diikuti dengan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan lingkungan

agar jangan sampai mengakibatkan asbestosis ini.

3. Penyakit Bisinmis

Penyakit Bisinosis adalah penyakit pneumoconiosis yang disebabkan oleh

pencemaftrn debu napas atau serat kapas di udara yang kemudiar terhisap ke dalam

paru-paru. Debu kapas atau serat kapas ini banyak dijumpai pada pabrik pemintalan

kapas, pabrik teksil, perusahaan dan pergudangan kapas serta pabrik atau bekerja lain

yang menggunakafl kapas atau tekstil; sep€rti tempai pembuatan kasur, pembualan jok

kursi dan lain sebagainya.
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\'14-sa inkubasi pen)akit b;sinosis culcrp lama- vaitu sekitar 5 tahun' Tanda-

randa a* al pen,"-akit bisinosis ini berupa sesak napas' terasa berat pada dada- teruntna

pada hari Senin (yaitu hari awal kcrja pada setiap minggu). Secara psikis setiap hari

Senin bekerja yang menderita penyakit bisrnosis merasakan beban berat pada dada

serta sesak nafas. Reaksi alergi akibat adanya kapas yang masuk ke dalam saluran

P€mapasan juga merupakan gejala awal bisinosis. Pada bisinosis yang sudah lanjut

atau b€raf, petryakit terseht biasanya juga diikuti dengan penyakit bronchitis konis

dan mungkin juga disertai dengan emphysema.

4. Penyakit Antrakosb

Penyakit Anrrakosis adalah penyakit saluran psnapasan yang disebabkan oleh

debu batubara. Penyakit ini biasanya dijumpai pada pekerja-pekerja tambang baobara

atau pada pekerja-pekerja yang banyak melibarkan p€nggunaar batubara' seperti

pengumpa batubara pada tanur besi. Iokomotif (stoker) dan juga pada kapal laut

bertenaga baarbar4 serta pekerja boiler pada pusat Lisfik Tenaga Uap berbahan bakar

batubara

Masa inkubasi penyakit ini antara 24 tahun- Seperti halnya penyakit silicosis

dan juga penyakit-penyakit pneumokonisosi lainny4 penyakit antrakosis juga ditandai

dengan adanya rasa sesak napas. Penyakit antrakosis ada tiga macam, yaitu p€nyakit

antrakosis mumi, penyakit silikoantraksosis dan penyakit tuberkolosilikoantrakosis.

Penyakit antrakosis mumi disebabkan debu batubard- Penyakit ini memerlukan wak:tu

yang cukup lama untuk menjadi berat, dan relatif tidak begio berbahaya' Penyakit

artrakosis menjadi berat bila disertai dengan komplikasi atau emphysema yang

memungkinkan terjadinya kematian. Kalau terjadi emphysema maka antrakosis murni

lebih berat daripada silikoantraksosis yang relatif jarang diikuti oleh emphysema-

Sebenarnya antara antrakosis mumi dan silikoantraksosi sulit dibedakan, kecuali dari

sumber penyebabnya. Sedangkan paenyakit tuberkolosilikoantrakosis lebih mudah

dibedakan dengan kedua penyakit antrakosis lainnya. Perbedaan ini mudah dilihat dari

fototorak yang menunjukkan kelainan pada paru-paru akibat adanya debu batubara

dan debu silikat, serta juga adanya baksil tuberculosis yang menyerang paru-paru'

5. Penyakit Berilioei*

Udara yang tercemar oleh debu logam berilium, baik yang berupa logam

mumi, oksida, sulfaq nraupun dalam benfuk halogenida, dapat menyebabkan penyakit

saluran pemapasan yang disebut beriliosis. Debu logam tersebut dapat menyebabkan



nasoparinstis. hronchitis dan pneumonitis yang ditandal dengan gejala sedikit demanr,

hatuk kerinq uu: r.'sai napas. Prnraliit bcrilic,sr: iap,rr trrnhui pada pekeria-pekerja

industri yang menggunakan loeam campuran berilium. tembaga- peke{a pada pabrik

fluoreserl pabrik pembuatan tabung radio dan.iuga pada pekerja pengolalan bahao

penunjang industri nuklir.

Selain dari inr, pekerja-pekerja yang banyak menggunakan seng (dalam benurk

silikat) dan juga mangaq dapat juga menyebabkan penyakit beriliosis yang terhnda

alau delayed berryliosis yang disebut juga dengan beriliosis konis. Efek tertunda ini

bisa berselang 5 tahun setelah berhenti menghirup udara yang tercemar oleh debu

logam ters€but Jadi lima tahun setelah pekerja tersebut tidak lagi berada di

lingkungan yang mengandung debu logam tersebut, penyakit beriliosis mmgkin saja

timbul Penyaliit ini ditandai dengan gejala mudah lelalL berar badan yang menuun

dan sesak napas. Oleh karena itu pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja-

pekerja yang terlibat dengan pekerja yang menggunakan logam tersebut perlu

dilaksanakan terus - menerus.

Apabilajumlah polusi dapat dikurangi maka jumlah orang Surabaya yang sakit

akibat polusi udara juga menurun. Penurunan jumlah orang yang sakit berarti akan

menghilangkan kewajiban pemerintah kota untuk memberikan subsidi kepada

masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
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BABItr

EVALUASI DAN ANAIISA PERATLRd\ PERL \DA\G-I,\Dd\G{\
TERICAIT

Pengaturan mengenai Hutan Kota tentu mempunyai keterkaitan langsung dengan :

l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria

2. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 Tentang Kehutanan:

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tenang Pemerintahan Daemh;

4- Undang-Undang Mmor 26 Tahun 2007 Tenraag Penalaar Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lrngkungan Hidry;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota;

7. Peratrran Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

8- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Surabaya

Meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan

Kota, tetapi, Peranran Pemerintah tersebut b€lum cukup unruk menjamin kepastian

hukum. Ada alasan yang cukup kuat mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

2002 tersebut belum cukup unark memberikan kepastian hukum.

Perlam4 Produk Hukum Peraturan Pemerintah itu merupakan Peraturan

Perundang-Undangan yang bersifat regulasi. Dalam kepustakaaa hukum tata negara secara

garis besar ada dua bentuk produk hukum, yakni legislasi dan regulasi.rT hoduk hukum

legislasi itu selalu melibatkan peran dua lembaga secara bersama-sam4 yaitu parlemen

dan pemerintah yang dinamakan undang-undang.' 
E

Peraturan Daerah hovinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota/Kabupaten dari

sudut pembentukaanya, dapat diidentikkan dengan undang-undang di tingkat pusat.re

Hanya sqia peraturan daerah di tingkat lokal, yakni Provinsi dan Kabupaten/Kota'

t'Jimly Asshidiqi", P o*oh-Poho* Hubm Taq Nego'a lndonesiz Pasca Reformosi- 2O08,P't Bhuana llmu
Populer, Jakarta, hal, 241

" Ibi4 hal 242

'' tbi4 hat 244

28



Sementara itu. Produk Hukum Regulasi. yakni produk hukum yang pembentukannya

han-'-a oieh eksekutii saJa- sepcni r'cr.tluran i)snleiliuh Jln Peraturan hesiden:0

Menurut Pasal 15 ayat (I) Llndang-Undang Nomor 12 l-ahun 201I dinyaukan

bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalaml a- Undang-

Undang, b. Peraturan Daerah hovinsi, c- Peraturan Daerah Kabupater/Kota' Sementara

itu, dalam Pavl 15 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud

@a ayat(l) huuf b dan c hrupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

atau pidana denda paling banyak Rp 50-000.000,00 (lima puluh juta rupiah)'

Dari pemyataan Pasal 15 ayat (l) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

bahwa ditarik suatu pemahaman bahwa hanya produk hukum legislasi saja yang dapat

memuat sanksi pidana sedangkan produk hukum regulasi tidak dapat memuat sar*si

pidana. Produk hukum regulasi hanl'a boleh memuat sanksi administrasi'

Di samping itu terdapat perbedaan kualitas pengaturan sanksr yang diatur dalam

Undang=Undang dan kualitas sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah baik hovinsi

maupun Kabupaten/Kota. Kualitas sanksi yang boleh diatur dalam Peraturan Daerah hanya

boleh berupa sanksi pelanggaran. Dengan demikian hanya produk hukum Undang-Undang

saja yang dapat memuat sanksi kejahatan. Terdapat perbedaan antara kejahatan dan

pelanggaran, antara lain terletak pada kualitas ancaman hukumannya- Kalau kejahatan

ancaman hukumannya penjara, sedangkan pelanggaran ancarnan hukumannya kurungan 2'

Baik kualitas sanksi pidana kejahatan maupun pelanggaran mempunyai tujuan yang sama'

Salah satu tujuan sanksi pidana adalah ditujukan pada pelanggar dengan memberi

hukuman berupa nestapa.z Sementara itu sanksi administrasi diojukaa kepada perbuatan

pelanggarannya.23

Dalam suatu peraturan perundang-undangan, sanksi merupakan persoalan yang

penting karena salah satu tujuan dari dibentuknya p€ratunu perundang-undangan adalah

dalam rangka menegakkan hukum- Penegakan hukum dengan menggunakan instrument

sanksi administrasi belum cukup, sebab sanksi administrasi tidak akan memberikan efek

jera terhadap pelanggarnya.

* tbid.hd 2qj
2f Hukumpidanal-blo gsrr,t-q/ml2}l2l}4lWrbedaan-kejaharan-vs-pelanggaran html
z Philipus M HadjorL iengontar Hu*tm Admininrasi Indonesi4 1995, Gadiah Mada University Press, hal

247! ibid
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I'ndang-l,rndang \'3ns mensatur tentang peBoalan kehuanan dan undang-undang

1'ang terkait riencannra mem:n! suri:h JJiL lctapl n'1.-Jr[]dnr[]ull LinJanu-undang tersebut

masih bersifat lex generalis. Artinla substansi undang-undang tersebut masih belum

spesifik mengatur tenmng huran kota Lex spesialis suatu p€raturan p€rundang-undangan

menjadi suatu kebutuhan yang mutlak saat ini, sebab peraturafl perundang-undangan yang

bersifat lex spesialis lebih menjamin kepastian hukum dariPada peraturan perundang-

undangan yang bersifat lex generalis.

Dengan demikran. adanya Peraturan Daerah tentang Hutan Kota di Surabaya

adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum pada level daeralU sebab bagaimanapun

tiap{iap daerah pasi punya karakteristik yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan

pengaturan tersend iri.
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BAB tV

LAN-DASAI T ILOSOFIS. SOSIOLOGIS DA.\ \'URID I S

A. Landasan Filosolis

Dalam kepustakaan hulitm tata negara dikenal adanya sumber hukum tata negara-

Sumber hukum tata negara ada du4 yakni materiil dan formil. Sumber hukum tata negara

materiil adalah sumber hulum tata negara yang dilihd dari segi isinya. Sementara itu

sumber hukum tata negara formil adalah sumber hukum tata negara yang dilihat dari segi

bentuknya.

Dalam beberapa literatur hukum tata negara dinyatakan bahwa sumber hukum tata

negara materiil adalah Pancasila. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila hams tercerm in

dalam setiap peraturan perundang-undangan. Menurut teori Hans Kelsen dalam teori

jenjang norma (stufenbau theorie) bahwa suatu norma hukum harus bersumber pada norma

hukum yang lebih atas. Norma hukum yang lebih atas akan bersumber pada norma hukum

yang lebih atas lagi demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat

ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (Grundnorml

Beberapa pakar hukum tata negara menyatakan bahwa Pancasila bisa disebut

sebagai norma da:rrr (Grundtnrm), sebab Pancasila merupakan norma puncak atau norma

yang tidak lagi dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi. Pancasila sebagai norma dasar

yang merupakan gantungan bagi norrna-norna yang berada di bawahrya.

Pancasila merupakan cita h ukum (rechtsidee). Menurut Rudolf Stammler berfungsi

sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Selanjuelya Gustav Radbruch

menegaskan pula bahwa cita hukum tidak hanya sebagai tolok ukur yang regulatif, yaitu

yang menguji apakah suatu hukum positif itu adil atau tidah melainkan juga berfungsi

sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum

(rechlsidee), hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.

Cita Hukum Pancasila terdapat dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di samping mengandung

tujuan negara juga termaktub sila-sila Pancasila. Penjabaran tentang cita Hukum Indonesia

sebenamya terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945' Namun, setelah

perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Penjelasan Undang-Undang DaMr 1945 tidak

berlaku lagi, karena telah diintegrasikan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945.
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Dengan demikian unruk memahaml tenumg Cira ilulum Ncgara Indonesia' maka

l)cnlbui.a:rtl L-ndant-i ;-,;-ri:i l);-, .'i--' il'lclli:ii l-lilr riin s:1lu-rlll:ll\r

Llira Hukum Negara lndonesia terdapat da lam alinea IV l'ndang-Undang Dasar

1945- Dalam alinea tV Pembukaan Undane-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara lndonesia yang

melindungi segenap bangsa lndonesia dan seluruh rumpah darah lndonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Mngsq d- ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial'

maka disusunlah Kemerdekaan lndonesia itu dalam suatu undang-undang Negara

lndonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

b€rkedaularan Rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Es4 Kemanusiaan Yang

Adil Dan Beradab. Persatuan Indonesia dan Kerak-v-aun Yang Dipimpin Oleh Hikmat

Kebijalisanaan Dalam Permusyau'aratan Perwaliilan- serta me"r'r-lj udkan Keadilan Sosial

Bagi Seluruh Rakyat lndonesia."

Dari pemyataan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas maka

tlapat ditegaskan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memberikan

perlindungan terhadap seluruh rakyat. Bukan hanya melindungi segolongan kelompok

saja Artinya sebuah Peraturan Perundang'undangan harus bersifat mengayomi' Peraturan

perundang-undangan juga harus memcerminkan persatuan bagr seluruh lapisan

masyarakat. Jangan sampai sebuah Peraturan Perundang-undangan justnr membuat

perpecahan dalam masyarakat. Peraturan Perundang-undangan juga harus mencerminkan

nilai demokrasi. Dernokrasi di sini sangat berkaitan dengan prosedur' Sebuah perahrrdn

perundang-undangan yang mempunyai dampak pada masyarakat luas harus selalu

melibatkan partisipasi masyarakat-

Bagaimanapun sebuah Peraturan Daerah tentu akan mempunyai dampak yang

cukup luaq meskipun jangkauannya hanya meliputi wilayah tertentu saja' Dengan

demikian pelibatan masyarakat dalam pembenrukan Peraturan Daerah merupakan yang

mutlak dilakukan. Peraturan Daerah tentang Hutan Kota Surabaya tentu juga harus

mempunyai nilai-nilai yang selaras dengan Cita Hukum yang termaktub dalam Pembukaan

Undang'Undang Dasar I 945.
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B. I-andasan Sosiologis

Landasan Sosiologis mengandung pcng.nlan bah\\a norm3 hukum dalam suaru

peraturan pemndang-undangan secara hakikat merupakan norma sosial yang dituangkan

dalam peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa keberadaan su:ltu peratuftm

perundang-undangan itu benar-benar merupakan suatu k€butuhan bagi masyarakat'

Oleh karena itu jil.a stlatu peraturan perundang-undangan tercebut sudah disahkan

dan diundangkan yang kemudian akan berlaku bagi selunrh masyarakat, maka dihanpkan

p€ratuftrn perundang-undangan tersebut akan berlaku secara efeklif' Menurut l'awrence

Friedman bahwa efektifitas suatu peraturan perundang-undangan akan bergantung pada

tiga faktor. Ketiga faktor itu adalah substansi, struktur dan Budaya Hukum'

l. Substansi Hukum

Mengandung arti bahwa baik buruknya suatu penegakan hukum akan bergantung pada

isi dari peraturan perurdang-undangan tersebut. APakah p€raturan perundang-

undangan tersebut baik atau buruk secara substansi- Apakah secara substansi' aturan

tersebut telah memberikan jaminan kepastian hukum yang baik'

2. Struktur Hukum

Struktur Hukum berkaitan dengan mentalitas dari aparat penegak hukum' Apakah baik

atau buruk. Apabila mentalitas aparal penegak hukum baih maka dapat diharapkan

bahwapenegakanhukumakanberjalandenganbaik.Namunapabilamentalitasaparat

penegak hukum buruk, maka penegakan hukum tidak dapat diharapkan untuk bisa

berjalan dengan baik.

3. Budaya Hukum

Budaya Hukum terkait dengan nilai-nilai kepatuhan dan kesadaran hukum yang dianut

dalam masyarakat Apabila kepatuhan dan kesadaran hukum dalam suatu masyarakat

itu tinggi, maka budaya hukum dalam masyarakat tersebut tergolong bagus' Namun'

apabila kepaohan dan kesadaran hukum dalam suatu masyarakat itu rendah maka

budaya hukum dalam masyarakat tersebut tergolong buruk'

Indikator bagus atau tidaknya suatu budaya hukum dalam masyarakat dapat dilihat

pada seberapa besar tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat tersebut'

Apabila tingkat pelanggaran hukumnya tinggi, maka budaya hukum masyarakat tersebut

adalah buruk. Jika tingkat pelanggarannya rendah, maka budaya hukum masyarakat

tersebut adalah baik-
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Persoalan kepatuhan dan kesadaran hulium itu bulan sesuatu yang berdiri sendiri'

Ketidakparuhan masl'araLar ierhadap rualu al.rr:n r:':unqkin juga disebabkan karena

ketidak tahuan masyarakat terhadap aturan ten;ebut. Meskrpun ada fiki hukum yang

menyatakan bahwa masyarakat dianggap tahu tentang hukum' teupi asas fiksi hukum itu

tidak dapat diterapkan secara sembarangaa. Bukan dalam artian pemerintah membual

suatu aturan lalu masyarakat dipaksa patuh terhadap aturan tersebut Asas fiksi hukum

baru bisa dilaksanakan dengan baik jika masyarakat sudah tahu tentang aturan yang akan

diberlakukan itu melalui proses sosialisasi.

Ketida@tuhan masyarakat t€rhadap suatu aturan juga bisa disebabkan karena

aturan ters&but memang ridak dibutuhlan oleh masyarakat Dengan demikian masyarakat

akan cenderung untuk melanggar aturan tersebut, sehingga aturan tersebut tidak bisa

berlal:u secara efektif

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Hutan Kota

tentu harus didahului dengan penelitian'penelitian empirik agar bisa diketahui apakah

masyarakat betul-b€tul membutuhkan Perda ini. sehingga dapat diharapkan apabila Perda

ini sudah diundangkan maka masyarakat akan mematuhi Perda Hutan Kota ini'

Penelitian-penelitian empirik yang telah dilakukan berkenaan dengan kebutuhan

masyarakat Kota Sumbaya atas keberadaan perda hutan kota adalah :

a. Penelitian yang diselenggarakan oleh BPN Surabaya dan Bappeko Surabaya tentang

penggunaan lahan yang ada di Kota Surabaya-

Tabel 4.1

Penggunaan Lahan di SurabaYa

Penggunaan Lahan Luas (Ha)

Penrmahan
Sawah
Tegalan
Tambak
Jasa

Perdagangan
Industri Sedang
Tanah Kosong
lain-Lain

13.711,00
3.506,19
1.808,90
4.982,71
2.982,06
573,32
2.370,38
r.7E4,90
918,29

Total 32.63'1,75

Sr-ffi Sad.rT".t ""h- 
N*ional Kota Surabaya, 2001
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Data di atas menuniul:k:r l':hrva sehagian trsar wilavah kota Surabaya berupa

,3aenth pentukirnan Pcrurl'"nJn. scdangl'an :sbaql.r;' '* tiarth r:ng latn menunjuklan

bahwa lahan-lahan di Surabaya digunakan unluk kegiatan komersi[ (sawah' tegalan'

tambatq jas4 perdagangan dan industri sedang), semenara lahan kosong hanya

temisa 1.784,90 km2.

Lahaa kosong merupakan lahan yang telah memiliki dasar kepemilikan dan

dapat berupa lahan terbangun maupun tidak te6angun yang tidak dimanfaalkan

secara optimal oieh penguasa lahan tersebut. Trancik (2001) mengidentifikasi lahan

kosong sebagai bagian dari proses perkembangan kota yang mempunyai sifat

dinamiq akan tetapi keberadaamya tidak memberikan sumbangan positif bagi

pembentukan lingkungan seketiling. Hal ini menunjukan bahwa masih terdapar hak

penguasaan atas lahan yang belum dimarfaalkan oleh pemiliknya" artinya tanah yang

ada dibiarkan b€gitu saja. Seharusnya" menurxt UU No' 5 Tahun 1960 tentang

UUPA pasal 6 menjelaskan bahwa tanah berfungsi sosial artinya seseorang yang

mempunyai hak atas tanah tidak boleh mempergunakan atau tidak mempergunakan

tanahnya semata-mata untuk kepentingan pribadin.va tetapi harus memperhatikan

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Sihombing' 2005) Keberadaan lahan

kosong perlu untuk diselesaikan dan dioptimalisasikan secara efekif dengan tujuan

agar lahan kosong tersebut memiliki nilai lahan yang lebih produktif' Dengan

demikian keberadaan lahan kosong di setiap bagian kota adalah suatu masalah yang

harus segera diperhatikan dan ditangani. Dengan luas lahan kosong di Kota Surabaya

+1784, 90 ha (5,460/o\, sebagian besar ters€bar di Kawasan Pinggiran Kota Surabaya

(Bappeko, 2006).

Hasil penelitian Universitas Narotama Surabaya pada Jumal Fakultas Hokum Volume

)O( Nomor 20, April 201 l. Bahwa sumber utama timbulnya pencemaran/polusi udara

di Kota Surabaya adalah :

. Dampak kepadatan lalu linras pada jam-jam sibuk di Kota Surabaya akibat

kemacetan lalu lintas.

. Asap yang dihasilkan pabrik, sep€rti polusi udara

. polusi suara (kebisingan) yang ditimbulkan pembuangan asap (emisi) kendaraan

bermotor sangat b€rpengaruh pada lingkungan hidup, efek yang langsung

berpengaruh pada manusia dan langsung dapat dirasakan berupa udara sekitar

menjadi panaq sesak napaq mata merah, dan lain-lain.
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c. Data Dinas Kehutanan hopinsi Jawa Timur yang dirilis dalam

hnp: d ishut.larimprov.qo.id.,-hulan.php?id-12 menunjukkan bah\\a Kota Surabala

tidak memiliki hutan rakyat. Hal ini yang membedakan dengan kota,&abupaten lain

yang masih memiliki hutan rakyat yang bisa dikembangkan bahkan yang potensial

untuk dijadikan hutan rakyat. Hal inilah yang tidak dimiliki di wilayai kota Surabaya

Mengenai topografi di Wilayah Kota Surabaya dapat dideskripsikan bahwa Temperatur

Kota Snrabaya cukup parus, yaitu rata-rata ,trltara2\6}-3p.,lQ dengan tekanan udara rata-

rata antara 1005,2-1013,9 milibar dan kelembaban antara 42%o-97Vo. Serta kecepatan

angin rata-rata perjam mencapai 12-23 hl dengan curah hujan rata-rara antara 120-190

mm. Informasi Temperatur kota Surabaya yang cukup panas, menunjukkan peningkatan

p€ncemaftrn udara yang terjadi di Wila-vah Kota Surabaya- Hal ini diperkuat dengan

informasi dari harian surya bahwa bahwa Kota Surabaya menempati ranking pertama di

antara kota-kota lain di lndonesia yang mengalami kenaikan suhu udaraza.

C. Landasan Yuridis

Salah ojuan utama dalam pembentukan p€ratuan pemndang-undangan adalah

untuk menjamin kepastian hukum. Untuk terjaminnya kepastian hukum itu, maka harus

ada hukum tertulis yang mengatur tentang sesuatu yang akan diatur' Mungkin ada

peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur sesuatu yang akan diatur tersebut'

Pengaturan tentang Hutan Kota memang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No' 63

Tahun 2002 Tentang Hutan Kota. Namun demikian, Peraturan Pemerintah itu tidak bisa

diterapkan secara maksimal dalam konteks kedaerahan, sebab antara daerah yang satu

dengan daerah yang lain pasti punya potensi yang berbeda-beda

Sebagaimana dinyaakan dalam Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun

2004 yang menyatakan bahwa Pemruran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

merupakan penjabaran lebih lanjut dari p€raturan perundangundangan yang lebih tinggi

dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sementara itu dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 20ll menyatakan

bahwa materi mualan Peraturan Daerah Provinsi dan PeraEran Daelah Kabupaten/Kota

berisi materi ntuatan dalam raagka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran yang lebih

Ianjut Pemturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2a http://hup/A*T+rr-surya.co-id/web/index.php?oPtioo:com content&taslcvier*&id=21769&Itemi&l
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Dalam Pasal l{Q 3r'21 /t} Irndang-lhdans No, 12 Tahun 2004 dinyatakan bahwa

Rarcangan Perda dapat bera*i ia:: l)PRD. Gcoernur. atau ilupatt i\alikou Dengan

demikian RanPerda iru bisa berasal dari pihak Eksekutif atau l-egislatif. RanPerda Kota

Surabaya Tenlang Hut2n Kota menrpakan salah satu dari progam legislasi daerah yang

telah disahkan pada tanggal 7 Desember 2012 sebagai prolegda pada tahun 2013- Oleh

karena itu Ranperda Kota Surabaya tentang Hutan Kota harus diselesaikan pada tahun ini

hingga menjadi Perda

Pembentukan p€raturan daerah tenru harus bersumber pada peraturan perundang-

undangan baik yang te*ait secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu urutan

p€nyebutan peraturan dasar hukum meDgikuti patokan hierarki konologis artinya sesuai

urutan tingkat (lenjang) dan urutan waldu.

l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pemb€ntukan Daerah-daerahKota

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah,tsarar dan Daerah Istimewa

Yogvakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan IkJim (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3557);

5. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahunl999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Ildonesia Nomor,l4l l);

7. Undang=Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lrmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik tndonesia Nomor 21437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (kmbaran Negara Republik



lndonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia

,r-omor {8.14):

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200'1 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 20M Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

a,]9);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2fi)4 t€ntang Jala (rmbaran Negra Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 21444);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Poranggulangan Bencana (lrmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4723):

I l. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140'

Tambahan trmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059)-

13. Undang-Undang No, 12 Tahun 20ll Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

14. Undang=Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Irmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3660);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1999 lentang Pengendalian Pencemaran Udara

(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 86);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 6J Tahun 2002 tentang Hutan Kota (kmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor I I9. fambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4242);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

PemerintaharL Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Pmvinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor

E2, Tambahan t embamn Repblik Indmia Negara Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (L€xnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Pernerintah Nomor 34 Tahtm 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan

Perkotaan (-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50M);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang

(I-embaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 SERI D)

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (trmbaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor l/E)

24. Peratuan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Surabaya (kmbaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3)
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BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATITRAIi, DAN RU{\G LL\GKTiP MATERI
RANCANGAN PERATI,'RAN DAERAII KOTA ST]RABAYA

TENTANG HUTAN KOTA

A. KETENTUANT]MUM

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan tercn@na yang memadukan

aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan'

dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mav depan.

Surabaya sebagai kota metropolitan setalu berupaya meningkatkan pembangunan'

guna mewujudkan tujuan negara. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat

memberikan kesejahteraan kepada masyarakatny4 baik dari segi taraf kehidupan

mereka juga memperhatikan pelestarian lingkungan hidup di kota Surabaya' Sumber

kekayaan hayati yang dimiliki oleh kota Surabaya merupa'kan kekayaan yangharus

dijaga kelestariannya agar dapat berdayaguna bagi masyarakat dalam jangka waktu

paqlang. Untuk mewujudkan lingkungan yang terpelihara kelestariannya serta upaya

untuk mengurangi pemanavn global sebagai efek dari kemajuan teknologi' kota

Surabaya berupayadengan membuat perda tentang Hutan Kota Hutan kota merupakan

kawasan yang dapat memberikan manfaat dalam bentuk rekreasi dan wisata

perlindungan tala afu, perlindungan proses ekologis, keanekaragaman hayati'

pendidikarq penelitian serta nilai dan manfaat lainnya bagi kehidupan baik langsung

maupun tidak langsung, untuk generasi yang sekarang maupun untuk generasi akan

datang.

Hutan kota diperlukan diperkotaan untuk menjaga keseimbangan ekologi manusia

dalam berbagai hal seperti, kebersihan udarA ketersediaan air tanah, pelindung terik

matahari, kehidupan satwa dalam kota dan juga sebagai tempat rekreasi di perkotaan.

Selain itu hutan kota juga bisa mengurangi dampak cuaca yang tidak bersahabat seperti

mengurangi kecepatan angin, mengurangi banjir, memberi keteduhan serta memberikan

efek pengurangan pemanasan global.

Pengelolaan dan pendayagunaan Hutan Kota ini merupakan bagian rencana tata

ruang Kota Surabaya yang mutlak harus dilakukan agar tidak terjadi p€rusakan



linqkungan karena pembangunan yang dilakukan. Pengelolam yang serius tentang

hutan kot:r tiriak hanra memberikan keunfungan bahrva lingkungan menladi asri' benih

polusi. hijau, nyamar; tetapi rlapat memberikan }:euntangan finansial bagi daerah dan

masyarakat sekirarnya- Apalagi Surabaya sebagai daerah Otonom dalam era otonomi

daerah. diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengurus dan mengatur

rumah tangganya sendiri dengan memberdayakan potensi daerah, yang meliputi sumber

daya manusia dan sumber daya "lam, agar dapat membongunan daerah dengan

kemampuan sendiri. Potensi alam yang dimiliki harus tetap dapat digali dan dilestarikan

keberadaanny4 sehingga dapat terus dinikmati oleh masyarakaL Oleh karena itu

diperlukan peraturan daerah di kota Surabaya yang mengatur tent"ng Hutan kota dalam

rangka menjaga potensi yang dimiliki kota Surabaya agar tetap lesari dan berdaya

guna.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daera} adalah Kota Surabaya

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya

l. Dervan Penvakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Surabaya yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Surabaya

4. Walikota adalah Walikota Surabaya

5. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparaq lahan berisi sumber daya alam

hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya' yang

satu dengan yang lain tidak daPat dipisahkan.

6. Huran Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon=pohon yang

kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di wilayah perkotaan Mik pada

tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang'

7. Ruang Terbuka Hijau di P€rkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbtka (open

spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuharu tanamaq dan vegetasi

guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH

dalam kota t€rsebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan

wilayal perkotaan tersebut

8. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

9. Tanah Hak adalah tanah tanah yang dibebani hak atas tanah.

l0- Tata ruang adalah wujud stnrktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan

maupun tidak
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Rencana tata ruane adalah hasil pertncanaan tata ruang.

\\ilarah Perkoraan adaiah rlcnrpal:r; puvrr permukimar rang berpcr:n 'jr dalam

suatu wilayah pengemben-san dan u ilalah nasional sebacai simpul ja-'a atau suatu

bennrk ciri kehidupan masyaralat perkotaan.

I 3. Dinas yang diserahi tanggung jawab tentang Hutan Kota adalah - " ' '

B.MATERI

Lingkungan hidup yang baik dan sehat meruPakan hak asasi dan hak

konstitusionat bagi s€tiap warya negara Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Negar4 pemerinta}, dan

seluruh pemangku kepentingan mempunyai berkewajiban untrrk memberikalt

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan agar lingkungan hidup lndonesia tetap terjaga' Lingkungan hidup yang

dilindungi dan dikelola dengan berdasarkan asas tanggung jawab negara' asas

berkelanjutaq dan asas keadilan. memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat'

baik itu kemanfaatan secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Pemerintah daerah sebagai bagian dari negara ini tentu mempunyai kewajiban

yang sama dengan negara dalam rangka menjaga dan meleslarikan lingkungan hidup di

wilayahnya. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang temrang dalam

peraturan daerah merupatan benruk tanggung jawab daerah terhadap lingkungan hidup'

Peningkatan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota secara drastis dapat

menghambat berbagai upaya pelayanan kota, dan pada waktu yang sama juga

b€rdampak negatif pada lingkungan hidup, sehingga untuk met'ujudkan pembangunan

kota yang be*elanjutan diperlukan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan

hidup. Oleh karena itu diperlukan suatu ruang terbuka yang dapat memberikan manfaat

yang besar bagi masyarakat dan lingkungan yang sering diistilah dengan Hutan Kota'

Permasalahan hutan kota merupakan bagian dari kajian hukum penataan ruang'

yang didasarkan pada Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tenlang Penataan Ruarg'

Undang-Undang Penataan Ruang menegaskan bahw4 penataan ruang adalah proses

perencanaan rata ruang pemanfaatan nrang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang

diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran s€rta masyarakat Peran serta

masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan penataan ruang karena manfaatnya

dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan p€nataan

lt
ll
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nlanq. Yaitu terselenggaranya pengaturan pemanfaaEn ruang kawasan lindung dan

kauasan budidaya- sena rcrcapainya pemanfaatln ruang )anr hcri,relitas.

Peran serta masyarakal dalam tahap Pn)'usunan rencana dapat dilakukan pada

langkah-langkah penenttran arah pengembangar, identifikasi. potensi dan masalah

pembangunan, p€rumusan rencan4 hingga penetaPan rencana, peran tersebut berbentuk

pemberian saran, p€rtimbangan. pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan serta

pemberian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

I. TUJUAN, FI,JNGSI, DAN MANFAAT IIUTAN KOTA

Setiap pembangunan akan menimbulkan perubahan dan setiap perubahan akan

selalu ada dampaknya terhadap lingkungan. Bagaimana caranya membangun yang baik

dan benar dalam lingkungan )'ang berubal dengan cepat sena mempertimbangkan

keseimbangan ekosistem, artinya tidak merusak prinsip-prinsip ekologi Pemecahan

masalah berkaitan dengan kualitas lingkungan kota yang nyaman, sehat dan estetis

dalam mengatus suhrl kelembaban pencemarrn debu, kebisingarL estetika, kehadiran

burung dengan menghadirkan hutan kota. Bentuk dan struktur hutan kota berbed4

antara lain efektivitasnya untuk menanggulangi masalah lingkungan kot4

pengembangan penghijauan kota yang mengarah kepada rerbentuknya struktur ekologis

ditinjau dari fungsi pelestarian lingkungan, fungsi lansekap dan fungsi estetika' Hutan

kota merupakan unsur RTH yang secara ekologis melindungi kota dari masalah

lingkungan. 25

Selain unok melepaskan kejenuhan, hutan kota pun dapat berfungsi untuk

menghambat penurunan kualitas lingkungan di wilayah perkotaarq terutama yang

diakibatkan oleh berbagai pencemaran yang dapat merusak lingkungan dan

mengganggu tatanan kehidupan masyarakat perkotaan. Adapun pemahaman tentang

peranan hutan kota tidaklah terlepas dari upaya memahami keunggulan vegetasi dalarn

rekayasa lingkungan, sekaligus mengenali pula sifat-sifat tumbuhan beserta bagian-

bagiannya dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan. Hutan kota merupakan

pendekatan dan penerapan salah satu atau beberapa fungsi hutan dalam kelompok

vegetasi di perkotaan untuk mencapai tujuan proteksi, rekreasi' estetika, dan kegunaan

firngsi lainnya bagi kepentingan masyarakat perkotaan. Untuk inr, hutan kota tidak

b 
Jumal PI\YK uni$a lls:fr.d Ar.8.k Merann L@, Furysi Hstan Nola Dllsrn M8aloh Lingbtteon Per*otaon
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hanva herarti hutan vang berada di kota retapi dapat pula berarti bahwa hutan kota

Japat tersusun dari komponen huran. dan Lciompok regerasi lainnla yang berada di

kot4 seperti taman kot4 jalur hijau. serta kebun dan pekarangan. 'o

Jadi, hutan kota adalah ruang terbuka hrjau (green sPtces\ yang dih'rmbuhi oleh

pohon-pohonan yang terdiri dari hutan yang ada di dalam atau di dekat kota jalur hijau

pinggir jalan dan jalur pemisah jalan yang ditumbuhi pohorL ping€E jalan raya dan alat

traDspo{tasi darat lainnya dan tempat-tempat rckeasi, seperti taman kota dan lapangan

golf. Sedangkan lingkungan sendiri merupakan ruang yang ditempati makhluk hidup

bersama benda hidup 'len tak hidup. Erat kaitannya dengan lingkungan ini adalah

ekosistenr, di mana hutan kota merupalan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh

hubungan timbal balik anbra makhluk hidup deagan lingkungannya' Ekosistem

perkotaan dapat mengalami gangguan seiring dengan gangguan terhadap lingkungan

hidup.

Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan

p€satnya berbagai pembangunan di perkotaan telah banyak mengakiba&an kualitas

lingkungan hidup di kota-kota besar, cenderung mengalami penurunan drastis' Ini

disebabkan oleh berbagai faklor, diantaranya jumlah kepadatan pendudulq semakin

berkurangnya kawasan bervegetasi yang menyebabkan meningkatnya run-off' luas

resapan air di kota-kota besar berkurang hingga debit air yang masuk ke sungai

meninekat, sedangkan Persediaan air tanah berkurang serta menambah kritisnya

cadangan air tanah-

Dalam Peranrran Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota' disebutkan

fungsi dari hutan kota, yaitu :

1. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;

2. Meresapkan ai4

3. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan

4. Mendukung pelestariankeanekaragamanhayati Indonesia-

Adapun manfaat huan kota menurut Puryono dan Hastuti (1998) dalaz Sibarani

(2003), secara garis besar hutan kota memiliki manfaat yang sangat b€sar terhadap

peningkatar kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat kota, selain itu manfaat

yang lain adalah sebagai berikut:

* Jr-rt PwK uni"fu }ls'fi.di Urfrt, M.nzttutan F&rgsi Hurru No,o Do!@n ltNoloh L@btt'go'i PaholN'
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1- Manfaat estetika. hulan 'Nrt.i \ rllI:: l;tumbLrhi oleh herhacai mnaman memberikan

nilai estetika Larena hii.lun": irui'rn ierrehut 'Jengan 
anekr itnlul daun- cabang'

ranting dan tajuk sena bunga yang terpatlu menjadi suatu pemandangan yang

menyejukkan.

2. Manfaat ekologiq yaitu tercapainya keserasian lingkungan antara tan: nan' satwa

maupun manusia dan sebagai habitat satwa' seperti burung-burung serta

perlindungan Plasrna nutfah.

3. Manfaat klimatologis' yairu terciptanya iklim mikro' sepeni kelembaban udara'

sulu uttara, dan curah hujan sehingga dapat menambah kesejuka[ dan kenyamanan

serta tercapainya iklim ,vang stabil dan sehat'

4. Manfaat hftlrotogis, hutan kota dengan perakaran tanaman dan rrasah mampu

menyerap kelebihan air pada musim hujan sehingga dapat mencegah terjadinya

banjir dan menjaga kestabilan air tanah' khususnya pada musim kemarau' Hujan

yang mengandung H2SO.r arau HNO3 apabila jatuh di permukaan daun akan

mengalami reaksi. Pada saat permukaan daun mulai dibasali' maka asam seperti

HzSOI akan bereaksi dengan Ca yang terdapar pada daun memb€nfuk garam

caSo+ yang bersifat netral. Dengan demikian air hujan yang mengandung pH asam

melalui pmses intersepsi oleh permukaan daun akan dapat menaikkan pH' sehingga

air hujan yang jatuh menjadi tidak b€gitu berbahaya lagi bagi lingkungan'

5. Manfaat protektif, pepohonan di hutan kora berfrrngsi sebagai pelindung dari

pancaran sinar matahari dan penahan angin' Serta pohon dapat meredam

kebisingan dengan cara mengabsorpsi gelombang suara oleh daun' cabang dan

ranting. Jenis tumbuhan paling efektif untuk meredam suara ialah tumbuhan

dengan tajuk lebat dan rindang, strata yang cukup rapat dan tinggi' Kota yang

terletak di tepi parrai' sePerti kota Jakarta pada beberapa tahun terakhir terancam

oleh intrusi air laur Pemilihanjenis tanaman dalam pembangunan hutan koa pada

kawavn yang mempunyai masalah inkusi air laut harus dengan teliti diperhatikan'

Dikarenakan penanaman tanaman yang kurang tahan terhadap kandungan garam

yang tinggi akan mengakibatkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik' bahkan

mungkin akan mengalami kematian. Dan juga penanaman dengan tanaman yang

mempunyai daya evapotranspirasi tinggi terhadap air tanah dapat mengakibatkan

konsentrasi garam air tanah akan meningkat. Sehingga upaya untuk mengatasi
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intnrsi air laut metalui hutan kota dengan tanaman yang daya evapotrans?irasinya

rendah untuk meninqkatkan kandungan air tanah.

6. Manfaat higieniq utiara perkotaan semakin tercemar oleh berbagai polutan yang

berdampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan mahluk hidup, khususnya

manusia Dengan adanya hutan kota berbagai polutan dan partikel padat yang

temuspensi pada lapisan biosfer bumi akan dapat dibersihkan oleh tajuk pohon

melalui proses jerapan dan serapan. Berbagei poluan dan portilal tersebut sebagian

akan terserdp masuk ke dalam stomara dan sebagian lagi akan terjerap (menempel)

pada permukaan daun, khususnya darm yang permukaannya kasar. Dan juga dapat

terjerap pada kulit pohon, cabang dan ranting. Manfaat dari adalya hutan kota ili
adalah menjadikan udara yang lebih bersih dan sehat Daerah yang merupakan

tempat p€nimbunan sampah s€menlara atau permanen mengeluarkan bau yang

tidak sedap- Hutan kota dapat bermanfaat unok mengurangi bau karena dapat

menyerap bau secara langsung, penahan angin yang bergerak dari sumber bar! dan

pelindung tanalr dari hasil dekomposisi sampah serta Penyerap zat berbahaya yang

mungkin terkandung dalam sampah sep€rti logam beraq pestisida serta bahan

beracun dan berbahaya lainnya.

7. Manfaat edukatif, hutan kora dapat bermanfaat sebagai laboratorium alam karena

dapat mengenal berbagai jenis pepohonan dan satwa khususnya burung-burung

yang sering dijumpai di kawasan tersebul.2T

2. PENYELENGGARAAN IIUTAN KOTA

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan

Kota seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2), bahwa penyelenggaraan hutan kota

meliputi :

a. Penunjukan

Dalam penunjukan terkait dengan penyelenggaraan hutan kota mencakup luas

dan lokasi hutan kota. Artinya terdapat suatu kejelasan perencanaan letah luas tanah

yang digunakan untuk hutan kota- Luas tanah yang digunakan hutan kota harus

diklasifikasikan status tanah tersebut, apakah tanah ters€but merupakan tanah negara

" Sib".ani, l. P., 2003. Potensi Kampus Universitas Sumat€ta Utara Sebagai Salah Satu Hutan Kota di Kota

Medan. Fal!-ultas Pertanian Program Sodi Budidaya Hutarq Univenitas Sumatera Utar&
HttD://\w\a\'.libt d y---usu.ac-id/modules.DhD?oD:modload&name=Do\Pnloads&file:index&reo=eetit&lid:593
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ilritu tanah hai.. Persoalan tlnah i ans dignrkan hams ditegaskan dengan mekalisme

;angjelas. maksudnya j il': hulan kota rersebut berasal dari tanah necara relatiitidak

ada permasalahan terkait penggunaannya' Permasalahan sering muncul ketika harus

membebaskan tanah hak untuk kependngan umum yang harus diperjelas'

Mekanisme pemberian ganti kerugian dari pembebasan tanah hak tersebut harus

jelas" tranparansi dan yang pasti tidak merugikan hak pemegang hak atas tanah

ters€bul

Hal ini ditegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tenung

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agnria atau lebih dikenal dengan IJLIPA Pasal 16

yang merupakan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan

menentukan : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara

serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas ranah dapat dicabut' dengan

memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang dianu dengan Undang-

Undang.

Pada prinsipnya dalam hukum agraria mengenal 2 (dua) macam pengadaan

tanah untuk kepentingan umum. r'aitu:

I . Dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas anah (pembebasan

hak atas tanah) ;

2. Dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah'

Pada prinsipnya perbedaan antara pencabutan hak atas tanah dengan

pembebasan tanah ialalu jika dalam pencabutan hak atas tanah dilakukan dengan

cara paksa, maka dalam pembebasan tanah ditakukan dengan berdasar pada asas

musyawarah.

sementam itu ketentuan undang-Undang No. 2 tahun 2Ol2 tentanz Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum ditegaskan dalam Pasal 9 ayat

(2) bahwa, Pengadaan Tanah unok Kepentingan Umum dilaksanakan dengan

pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil' Hal ini menjadi jelas bahwa

pengadaan tanah untuk hutan kota bagi tanah hak dapat dilakukan dengan

memberikan ganti kerugian yang layak dan adil'

Selain itu pembentukan hutan kota merupakan bagian ruang terbuka hijau

(RTII) didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan ETRWK)'

Pertimbangan-pertimbangan Penting dalam penunjukan hutan kota adalah :

- Luas wilayah, jumlah pendudulq tingkat pencemaran' dan kondisi fisik kota
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Luas hutan kota minimal 0.25 IIa

l.urs hutan kota minimal l0% dari luas rrilarah lcrk' laan dan disesuaikan

dengan kondisi perkotaan srtempal

b. Pembangunan

Kegiatan pembangunan hutan kota diawali dengan p€rencanaan dan

dilaksanakan sesuai perencanaan tersebut. Perencanaan pembangunan hutan kota

juga dilakukan oleh pemerinah daerah kabupaten/kota dan dituangtan dalm

Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RTRWK)' Dalam perencanaan

pembangunan hutan kota harus memperhatikan aspek-asp€k teknis, ekologis'

ekonomis. sosial dan budaya setempat. Selain iru rencana pembangunan hutan kota

harus memuat rencana teknis:

Hutan kota yang dibangun harus sesuai dengan karakteristik lahan dari masing=

masing rvilayah

- Bentuk hutan kota yang dibangunan harus jelas apakah benoknya jalur'

mengelompok, atau menyebar. Selain tipe hutan kota yang direncanakan di

Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan harus sesuai dengan ketentuan diatur

dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

l. tipe kawasan permukiman:

2. tipe kawasan industri:

3. tipe rekreasi;

4. tipe pelestarian plasma nutfah;

5. tipe perlindungan; dan

6. tipe pengamanan.

Tipe hutan kota Surabaya yang direncanakan dibangun harus berdasarkan

ketentuan yang telah dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan

khususnya Kota Surabaya.

Pada tahap pelaksanaan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan :

- Penataan areal hutan kota yang direncanakan di Kota Surabaya" tenru sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan

Penanaman jenis tanaman yang dircncanakan dan sesuai dengan karakteriksik

sari hutan kota tersebut
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Pcmeliharaan hutan kola merupakan hal yang harus dilakukaq agar

keasrian dan keindahan serta kemanleztan lain dari hutan kota dapat terus

dinimkati oleh masyarakat

- Pembangunan sipil teknis

Penetapan

Penetapan pelaksanaan pembangunan hutan kota dilakukan melalui peraturan

daerah t€ntang hukl kota- Hal{al yang diperiatikan dalam penetapan huan kota :

- Tarah hak karena pertimbangan keberadaannya dapat ditetapkan sebagai hutan

kota oleh pernegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah. Tanah hak yang

ditetapkan menjadi hutan kota dalam Fasd ini karena kesadaran p€megang

hah dapat dimintakan mtuk dijadikan hutan kota- Artinya masyarakat dapat

ditertapkan sebagi pemegang hak atas hutan kotan sebagai bentuk partisipasi

masyarakat terhadap kepentingan p€mbangunan hutan kota-

- Pemegang hak memperoleh insentif yang berupa : (l) insentif langsung yang

antara lain berbentuk subsidi finansial dan atau natura, infiastruktur,

bimbingan teknig dan atau (2) insentif tak langsung yang berupa kebijakan

fiskal.Pembarian insentif ini harus ditetapkan dalam peraturan daerah

- Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan sebagai hutan kota

untuk jangka waktu pating sedikit 15 (lima belas) tahun' Jangka waktu ini

dimaksudkan untuk adanya jaminan terhadap pemberian insentif dan manfaat

ekonomi apabila terjadi perubahan penggunaarl atas tanah

Penetapan tanah hak sebagaimana diuraikan diatas dapat dilakukan tanpa

melalui proses penunjukan dan pembangunan

- Tanah hak yang dapat dimintakan p'enetapannya sebapi hutan kota

sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

Penetapan, perubahan, dan peruntukan tanah hak untuk digunakan sebagai

hutaan kota Surabaya dilakukan dengan keputusan walikota.

Pengelolaan

Pengelolaaa hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota

agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota di Surabaya

Pengelolaan hutan kota meliputi tahapan kegiatan:
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I. pen\ usunan rcncana P€ngcl^13:1

Penrlsunan rencana penuel,-rlaln btrr'rsarkan prinsip-Pnn5rp pcngelolaan yang

meliputi:

> p€netapan tujuan pengelolaan. Penetapan tujuan pengelolaan yang dimaksud

adalah dalam rangka optimalisasi fungsi hutan kota

> penetapan program jangka pendek dan jangka panjang. Penetapan progmm

janda pendck da" jangl.a panjang d€flgan memPertnlikan lingkungan

s[ategis

> penetapan kegiatan dan kelembagaan. Penetapan kegiatan dan kelembagaan

dimaksudkan agar kegiatan d4at berjalan dengan baik, yang meliputi : (l)

penetapan organisasi; (2). batas-batas kewensngan pihak terkait

> penetapan sisteln monitoring dan evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi

dilakukan melalui p€netapan: (a)- kriteria; (b)- srandar; (c) indikator; (4) alat

verifikasi.

Pemeliharaan;

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud untuk menjaga dan mengoptimalkan

fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi

tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh- Optimalisasi ruang tumbuh

dan diversifrkasi tanaman antara lain meliputi kegiatan : (a) penyulaman; (b)

penjarangan; (c) pemangkasan; dan (d) pengayaan.

Peningkatan kualiras tempat umbuh antara lain meliputi kegiatan : (a)

pemupukan; (b) penyiangan

3. perlindungan dan pengamanan

Perlindungan dan pengamanan hutan kota berojuan untuk menjaga keberadaan

dan kondisi hutan kota a1ar tetap berfungsi secara optimal. Upaya perlindungan

dan pengamanan hutan kota adalah sebagai berikut :

) pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;

F pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;

) pencegahan daa penanggulangan kebakaran; dan

) pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit

Selain itu terdapat larangan melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan

dan atau penuruna4 seperti: membakar hutan kota, merambah hutan kota,

menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan lanaman dalam hutan
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kota- 1,lnpa izin dari pejabat yang berwenang' membuang benda$enda yang

dapat mengaliibatkan kebakaran amu membahayakan kelangsungan fungsi

hutan kot4 dan mengerjakan. menggunakan' atau menduduki hutan kota secara

tidak sah

4. Pemanfaata n.

Pemanfaatan hutan kota digunakan unok parawisat4 pendidikan' rekreasi' olah

raga, penelitian dan pargembongan, pelestarian plasma nutfah; dan atau

budidaya hasil hutan bukan kaYu.

5. Pernantauan 6xr1 6Y6lrrasi.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan drn penyelesaian

kegiatan berdasaikan rcncana dan tata waldu yang telah disusun' yang meliputi

pemeliharaarq perlindungan dan p€ngamanan pemanfaatan'

C.KXTENTUAI\ SANKSI

Pada intinya- penguatan atau sanksi yang diterapkan untuk tujuan penegakan

kelentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diarahkan untuk merujuk pada

ketenruan dalam perundangan terkait yang berlaku'

Pemerintah kota mengembangkan mekanisme positif arau Pernberian

penghargaan untuk tujuan p€nguatan perilaku atau p€rcepatan perbaikan layanan di

lingkungan kelembagaan Yang ada.

D. KETENTUANPERALtrIAI\

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua ketentuan dalam peraturan

daerah lainnya yang berkaitan hutan kota dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam p€raturan daerah ini'
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BAB VI

PENUTfP

KESIMPUI.AN

Berdasarkan kajian sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahuhl dapat

ditarik kesimprlm sebagai b€{ikrr:

1. Kota Surabaya adalah kota rerbesar kedua di Indonesia yang merupakan tujuan

masyarakat bekerja terdapat gedung-gedung perkantoran baik swasta maupun

pusat perbelanjaaq dan sebagainya' Akibat dari hal tersebut terjadi

penc€maran yang berada pada tamf yang mengkhawatirkan' dan berdampak

negati f bagi kesehatan manusia-

2. Untuk mengatasi hal tersebut salah satunya adalah dengan pengadaan Hutan Kota

yang ditetapkan melalui Peraoran Daerah untuk menjamin pelaksanaan'

pengawasiul dan pendanaan yang berkesinambungan' Pada saat yang bersamaan

Surabaya belum memiliki Peraturan Daerah yang Spesifrk untuk mengatur

tentang Hutan Kota

3. Tujuan dari Penetapan Hutan Kota melalui Peraturan DaeIah ini adalah

Memberikan arahan dalam penyusunan norma-norma pengaturan dalam peraturan

mengenai Hutan Kot4 Menyelaraskan pengaturan norma dalam p€raturan daerah

sesuai dengan norma akademis, tmritis dan yuridis' dan memberikan penjelasan

mengenai kenngka pikir dan tujuan norma-norma pengatur'rn dalam pengaturan

Peraturan Daerah tentang Hutan Kota

SARAN

Berpijak pada kesimpulan di atas maka Berdasar kajian akademik di atas' maka tim

penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota

merekomendasikan perlunya diberlakukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang

Hutan Kota
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